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ABSTRAK 

Skripsi dengan judul “Alat Bukti Keterangan Saksi Putusan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 35/PID.SUS/2017/PN.Bengkulu 

Perspekktif Ibn Qayyim Al-Jauziah)” adalah hasil penelitian kepustakaan untuk 

menjawab pertanyaan bagaimana pertimbangan hakim terkait dengan alat bukti 

dalam kasus Perdagangan Orang, dan bagaimana analisis menurut pemikiran Ibnu 

Qayim Al-Jauziah terhadap alat bukti kasus tindak pidana perdagangan orang 

dalam putusan nomor 35/Pid.Sus/2017/PN.Bgl. 

Data penelitian ini dihimpun melalui pembacaan dan kajian teks (text 

reading). Selanjutnya dianalisis dengan teknik deskriptif analisis, yaitu 

mengambarkan dasar hukum putusan Hakim dalam menentukan hukuman tindak 

pidana perdagangan orang. Kemudian ditinjau menggunakan hukum acara pidana 

islam menurut pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziah. 

Hasil penelitian dalam putusan Nomor 35/PID.SUS/2017/PN.BGL 

menyimpulkan bahwa salah satu saksi memberikan keterangan testimonium de 

auditu yang merupakan kesaksiannya atau keterangannya mendengar dari orang 

lain, tidak atas sepengetahuannya sendiri, menurut KUHAP pasal 1 angka 27 

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa 

keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia 

lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. 

Sehingga menurut penulis keterangan saksi tersebut bukan merupakan keterangan 

saksi yang sah sebagai alat bukti. Namun, dalam putusan Hakim di dalam kasus ini 

hakim menganggap bahwa saksi tersebut sudah sesuai dengan KUHAP. Kemudian 

ditinjau dari hukum acara pidana Islam menurut pemikiran Ibnu Qayyim 

perdagangan orang dalam putusan ini  termasuk perbuatan zina yang mengharuskan 

pembuktian dengan empat orang saksi laki - laki yang merdeka dimana hukuman 

yang setimpal yaitu hukuman Ta’zir, dimana hukuman ini adalah hukuman yang 

ditetapkan oleh seorang ulil amri karena pelaku tindak pidana ini hanya sebagai 

perantara zina bukan pezinanya, bertujuan agar tidak mengulangi perbuatannya 

lagi. 

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan untuk majelis Hakim dalam 

memutus perkara pidana hendaknya tidak mengabaikan aturan yang berada di 

dalam KUHAP. Karena KUHAP adalah satu-satunya aturan yang menjelaskan 

cara pembuktian dalam perkara pidana. Pada dasarnya pada permasalahan ini, 

majelis Hakim hendaknya membaca pasal 1 angka 27 KUHP, karena pasal ini 

adalah pasal pertama yang menjelaskan arti dari pengertian – pengertian dalam 

acara pidana, dimana secara karakteristik pasal satu dengan pasal yang lain saling 

berkaitan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

      Manusia merupakan makhluk hidup ciptaan Tuhan yang paling 

sempurna. Selain dibekali akal dan fikiran, manusia juga dibekali dengan 

nafsu, salah satunya adalah nafsu seksual. Karena dengan adanya nafsu 

seksual ini manusia dapat menghasilkan keturunan. Serta nafsu seksual 

merupakan kebutuhan yang sifatnya naluri (fitrah). Sebagaimana disebutkan 

dalam firman Allah SWT QS. Ali Imron: 14 : 

هَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيَن وَا هَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْْيَْلِ زيُِّنَ للِنَّاسِ حُبُّ الشَّ لْقَنَاطِيِر الْمُقَنْطَرةَِ مِنَ الذَّ
ُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ  نْ يَا وَاللََّّ  الْمُسَوَّمَةِ وَالأنْ عَامِ وَالْْرَْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْْيََاةِ الدُّ

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang 
diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, 
perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah 
kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik 
(surga).1” 

 Nafsu seksual biasanya hanya dapat dibahas sebagai ekspresi manusia 

yang sifatnya pribadi atau lebih dikenal sebagai persoalan biologis semata 

yang bersifat alamiah. Namun tidak dapat dipungkiri, jika nafsu seksual 

dapat menjerumuskan pada suatu tindak pidana. Seperti tindak pidana 

pemerkosaan, pencabulan, menyodomi, dan tindak pidana lainnya yang 

berkaitan dengan kejahatan kesusilaan. 

                                                           
1 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro 

2010), 102. 
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 Ketentuan perzinaan dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia 

belum efektif mengatasi masalah perzinaan yang terjadi dalam masyarakat di 

wilayah Indonesia. Hal itu dapat terlihat dari kasus perzinaan yang semakin 

marak. Pergeseran nilai kesusilaan dalam masyarakat tertentu pun telah 

terjadi, yang dapat dilihat dari perilaku sebagian pelaku zina yang semakin 

berani dan tidak tercermin rasa bersalah.2 

 Pelaku zina yang mengakui hasil perbuatan zina-nya di media dengan 

dalih kejujuran dan tidak munafik telah kerap terjadi, antara lain ketika 

pelaku zina melahirkan anak tanpa ayah, atau ia melahirkan empat bulan 

setelah akad nikah, dan lain – lain. 

 Sikap tersebut merupakan indikasi yang terkandung dalam pasal 284 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP) yang telah 

berlaku di Indonesia. Menurut pasal 284 dan pasal – pasal lain dalam KUHP, 

perbuatan zina yang dilakukan oleh orang – orang yang sama – sama telah 

dewasa, sama – sama suka, sama - sama sukarela, dengan sengaja dan sadar 

melakukannya, adalah tidak termasuk perbuatan pidana. 

 Perzinaan sebagai ladang bisnis yang dianggap menguntungkan bagi 

orang - orang tertentu adalah bukan merupakan hal baru. Demikian pula 

perzinaan yang dilakukan oleh orang yang menjadikan dirinya sebagai 

pelacur, juga bukan hal baru. Bahkan saat ini, selalu diupayakan bahwa 

                                                           
2 Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan perundang – undangan di Indonesia Ditinjau dari 

Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 2 
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pelacuran adalah suatu profesi, yang para pelakunya dilindungi dan 

diperjuangkan sebagai hak asasi manusia. Karena itu sebutan para pelacur 

pun di sosialisasikan kepada masyarakat sebagai Pekerja Seks Komersial 

(PSK), bukan lagi sebagai pelacur, sehingga stigma sebagai pelacur semakin 

meluntur. Perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang yang disertai 

pembayaran tertentu itu tidak lagi disebut pelacur, tetapi disebut sebagai 

PSK. 

 Pergeseran nilai dan peran pelacuran menjadi PSK, tidak lepas dari 

pemikiran dan budaya barat yang mempengaruhi sebagian orang - orang 

Indonesia yang bergerak di bidang kemasyarakatan, atau yang duduk di 

pemerintahan, maupun yang duduk sebagai wakil rakyat Republik Indonesia 

atas nama memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) di bumi Indonesia 

yang mayoritas beragama Islam (kurang lebih 89%).3 

 Menurut Hasbi Ash Shiddieqy pembuktian adalah memberikan 

keterangan dan dalil hingga dapat meyakinkan4. Menurut Ibnu Qayyim Al-

jauziyah, bukti, secara global, merupakan sebutan segala sesuatu yang 

menjelaskan dan mengungkap kebenaran. Terutama dua orang saksi, atau 

empat orang saksi, atau satu orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk 

menjadi saksi atas nama dua orang saksi. 

                                                           
3 Neng Djubaedah, Perzinaan dalam Peraturan perundang – undangan di Indonesia Ditinjau dari 
Hukum Islam (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 2 
4 Hasbi ash-shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Bandung: Al-Ma’arif,tt), hlm 110 
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 Al-Quran menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua 

orang saksi. Akan tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan, baik 

secara sendiri-sendiri maupun kumulasi.5  

 Putusan pengadilan negeri Bengkulu yang telah di nyatakan saat 

persidangan telah meyakinkan bahwasanya menyatakan terdakwa telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 

“menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita sebagai 

pencarian” yang termasuk dalam pasal tindak pidana biasa. Berdasarkan 

fakta – fakta hukum hakim lebih mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu 

melanggar pasal 506 KUHP  

 Kasus ini terjadi di kota bengkulu, dimana terdakwa yang bernama 

Yunita telah melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan membuat 

sebuah tempat prostitusi yang berkedok warung kopi, yang di dalamnya 

terdapat sebuah kamar kosong yang bertujuan untuk disewakan kepada orang 

lain untuk dibuat berhubungan badan, selain itu terdakwa juga menyewakan 

tempat itu kepada salah satu Wanita Tuna Susila (WTS) yang biasanya kita 

dengar sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) yang memang sering 

dipekerjakan disitu. dalam hal ini terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum  

melanggar pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Perdagangan Orang yang berbunyi “Setiap orang yang 

melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 

                                                           
5 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam (Pustaka: Pelajar,2006) 15 
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pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, 

penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, 

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau 

memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang 

yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang 

tersebut di wilayah negara republik Indonesia, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun dan pidana denda 

paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”6 Dan pasal 506 KUHP 

yang berbunyi “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul 

seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan 

pidana kurungan paling lama satu tahun”. Terdakwa dijatuhi hukuman 

pidana penjara selama 6 bulan dan membayar biaya perkara sebesar Rp 

2.000,- (dua ribu rupiah).7  

 Hakim lebih mempertimbangkan terdakwa dengan pasal tindak pidana 

biasa sedangkan di dalam tuntutan Penuntut umum ada 2 tuntutan yakni 

tuntutan tindak pidana khusus dan tindak pidana biasa, KUHP pasal 63 ayat 

2 yang bunyinya “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana 

yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang 

khusus itulah yang diterapkan” jadi menurut penulis antara 2 tuntutan 

Penuntut Umum seharusnya hakim lebih mempertimbangkan tindak pidana 

                                                           
6 Undang – Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan orang. 
7 Lihat Putusan PN. Bengkulu No. 35/Pid.Sus/2017/PN.Bgl 
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khususnya. Menurut penulis sendiri ada tumpang tindih di dalam pembuktian 

persidangan antara pidana biasa dengan pidana khusus maka dari itu kenapa 

hakim dalam persidangan ini lebih mempertimbangkan pasal pidana biasa 

daripada pidana khusus. 

 Di dalam putusan pengadilan negeri No.35/Pid.Sus/2017/PN.Bgl. terdapat 

keterangan saksi yang bersifat testimonium de auditu yang artinya saksi 

tersebut tidak mengalami atau terlibat secara langsung dalam kejadian 

tersebut, di dalam KUHAP sudah dijelaskan dalam pasal 1angka 27 

bahwasanya keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara 

pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana 

yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut 

alasan dari pengetahuan itu. 

 Pengadilan Negeri yang seharusnya menjadi cermin suatu keadilan 

kadang-kadang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hakim yang 

seharusnya wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan 

rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat, ternyata dalam hal 

mengambil putusan untuk menghukum terdakwa kadang-kadang kurang 

memberi pertimbangan hukum yang tepat. Sehingga dapat berakibat tidak 

berfungsinya hukum di masyarakat.  

 Sebagai salah satu pelaksanaan hukum, hakim diberi wewenang 

menerima, memeriksa dan memutus suatu tindak pidana. Oleh karena itu, 

hakim dalam hal menangani suatu perkara harus adil. Sebagai seorang 

hakim, dalam hal memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal-
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hal yang ada dalam dirinya dan lingkungan sekitarnya. Antara lain adalah 

faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya 

sehingga dapat menimbulkan perbedaan cara pandang dalam hal mengambil 

putusan. Suatu putusan dari hakim adalah sebuah hukum bagi terdakwa 

khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila dijadikan 

sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dalam memutus 

perkara yang sama. 

 Apabila suatu putusan sudah tidak cocok dan putusan tersebut dijadikan 

yurisprudensi, maka yang akan terjadi di masyarakat tidak akan ada keadilan 

yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan 

dalam setiap putusan hakim. Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan 

mencermati hal-hal yang mungkin timbul dari segala permasalahan di atas, 

maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul: “Alat Bukti Keterangan 

Saksi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 

35/PID.SUS/2017/PN.Bengkulu Perspekktif Ibn Qayyim Al-Jauziah)”. 

Dimana penulis lebih menitik beratkan pada analisis putusan Pengadilan 

Negeri Bengkulu. 

B. Identifikasi dan Batasan Masalah  

1. Identifikasi Masalah  

Berangkat dari uraian pada latar belakang, dapat diidentifikasi beberapa 

masalah yang timbul sebagai berikut : 
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a. Pertimbangan hakim terhadap kasus tindak pidana Perdagangan orang di 

Bengkulu di Kelurahan Air Sebakul Kec. Selebar Kota Bengkulu dalam 

perspektif hukum positif. 

b. Alat bukti Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 35/Pid.Sus/2017 tentang 

Perdagangan Orang. 

c. Analisis Hukum Acara Pidana Islam terhadap alat bukti putusan 

Pengadilan Negeri Nomor: 35/Pid.Sus/2017 tentang Perdagangan Orang  

di Bengkulu. 

2. Batasan Masalah  

      Melihat pembahasan analisis hukum pidana Islam terhadap tindak  

pidana Perdagangan Orang dalam putusan Pengadilan Negeri Nomor 

35/Pid.Sus/2017  maka permasalahan ini dibatasi dengan:  

a. Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Nomor 35/Pid.Sus/2017 

terhadap tindak pidana Perdagangan Orang di Bengkulu. 

b. Analisis hukum acara pidana Islam terhadap alat bukti Pengadilan Negeri 

Nomor 35/Pid.Sus/2017 tindak pidana Perdagangan Orang di Bengkulu. 

C. Rumusan Masalah  

1. Bagaimana pertimbangan hakim terkait dengan alat bukti dalam kasus 

Perdagangan Orang putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN Bgl? 

2. Bagaimana analisis alat bukti kasus tindak pidana perdagangan orang 

menurut pemikiran ibnu qayyim al-jauziah dalam putusan nomor 

35/Pid.Sus/2017/PN.Bgl ? 
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D. Tinjauan Pustaka 

 Banyaknya kasus kejahatan perdagangan orang yang terjadi pada akhir-

akhir ini sangatlah membuat prihatin. Berbagai bahasan yang berkaitan 

dengan perdagangan orang dapat kita jumpai melalui media cetak maupun 

media elektronik. Pembahasannya pun beragam, ada yang membahas tentang 

dampak psikologis korban dan ada juga yang membahas tentang bantuan 

hukum bagi korban perdagangan orang. Tinjauan pustaka memuat uraian 

sistematik tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya 

(previous finding) yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan 

dilakukan diantaranya sebagai berikut: Karya Ilmiah (skripsi) Muharis Rezza 

Sudrajat Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel Surabaya Pada Tahun 

2014 yang berjudul “ Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Putusan 

No.231/Pid.B/2010/PN.Sby tentang tindak Pidana Perdagangan Orang 

Trafficking In Person” yang membahas tentang bagaimana pandangan fiqh 

jinayah terhadap sanksi hukum tindak pidana perdagangan orang.8 

 Begitu banyak kajian yang membahas tentang perdagangan orang. Akan 

tetapi berbeda dengan kajian yang akan dibahas oleh penulis nantinya karena 

penulis lebih menekankan pada analisis putusan pengadilan yang khusus 

membahas tentang pembuktian dalam segi hukum positif dan dalam segi 

hukum acara pidana islam. 

                                                           
8 Muharis Rezza Sudrajat. “Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Putusan No.231/Pid.B/2010/PN.Sby 
tentang tindak Pidana Perdagangan Orang Trafficking In Person” (Skripsi-UIN Sunan Ampel, 

Surabaya, 2014), 10.  
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E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian  

 Setelah melihat dari rumusan masalah di atas maka tujuan 

diadakannya penelitian ini yaitu: 

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait dengan alat bukti 

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 

35/Pid.Sus/2017/PN. Bgl, yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku 

tindak pidana perdagangan orang. 

b. Untuk mengetahui pandangan Hukum Acara Pidana Islam terhadap 

alat bukti di Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 

35/Pid.Sus/2017/PN.Bgl, yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku 

tindak pidana perdagangan orang. 

2. Manfaat Penelitian  

Selanjutnya manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Menambah khazanah keilmuan hukum khususnya tentang alat – alat 

bukti bagi pelaku tindak perdagangan orang. 

b. Memberi kontribusi positif kepada masyarakat tentang alat bukti 

bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang serta memberi 

gambaran hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. 

c. Sebagai informasi untuk penelitian lebih lanjut. 

F. Definisi Operasional 

 Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, 

penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini 
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maka perlu dijelaskan beberapa istilah-istilah atau kata-kata di dalam judul 

tersebut : 

1. Pemikiran ibnu qayyim al-jauziyah yang dimaksud dalam penelitian ini 

ialah hukum acara peradilan Islam menurut pemikiran ibnu qayyim al-

jauziyah. 

2. Perdagangan orang dalam putusan 35/Pid.Sus/2017/PN Bgl ini termasuk 

dalam perdagangan orang yang lebih bersifat prostitusi, bahwasanya di 

dalam putusan, terdakwa membuka warung yang dibelakang warungnya 

terdapat sebuah kamar kosong yang dengan sengaja disewakan untuk 

digunakan sebagai tempat perbuatan asusila. 

3. Alat bukti yang dimaksud didalam putusan ini ialah alat bukti keterangan 

saksi yang didalamnya terdapat keterangan saksi Respi selaku WTS 

(Wanita Tuna Susila) yang menjadi pelaku perbuatan asusila, keterangan 

saksi Supardi Bin (Alm) Abdul Rahman adalah Ketua RT 9, saksi Sriyadi 

Bin Dahlan adalah penyidik yang melakukan razia penyakit masyarakat. 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian ini bermakna seperangkat pengetahuan langkah 

sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah 

tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya 

dicarikan cara pemecahannya.9 Metode dalam penulisan skripsi ini dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

1. Data yang dikumpulkan 

                                                           
9Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 

1991), 24. 
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a. Data pertimbangan hakim pada putusan pengadilan negeri 

No.35/Pid.Sus/2017/PN Bgl tentang Tindak Pidana Perdagangan 

Orang. 

b. Data hukum acara peradilan Islam dalam pemikiran Ibnu Qayyim Al-

Jauziah. 

2. Sumber Data 

a. Sumber Primer 

 Data Primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya 

mempunyai otoritas. Bahan data primer terdiri dari perundang - 

undangan, catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan 

putusan-putusan hakim.10 Data yang diperoleh secara langsung dari 

sumbernya, baik melalui studi tulis, maupun laporan atau dokumen 

resmi. Sebagai data primer adalah Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu 

Nomor: 35/Pid.Sus/2017/PN. Bgl, yang menjatuhkan hukuman bagi 

pelaku tindak pidana perdagangan orang. 

b. Sumber Sekunder 

 Data sekunder yaitu bahan data yang berupa semua publikasi 

tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. 

Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus 

hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

                                                           
10Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Media Group, 2006), 141.  
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 Penelitian ini merupakan penelitian yang memusatkan pada obyek 

kepustakaan dan dokumen resmi. Oleh sebab itu dalam proses 

pengumpulan data penulis akan menggunakan dua teknik pengumpulan 

data, yakni teknik dokumentasi dan Teknik kepustakaan. 

a. Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui 

peninggalan tertulis berupa arsip – arsip dan termasuk juga buku-

buku tentang pendapat teori, dalil-dalil, atau buku .11 Aplikasi 

dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi Putusan 

Nomor: 35/Pid.Sus/2017/PN. Bgl sebagai sumber bahan primer, 

serta dokumentasi teori-teori tentang Hukum Pidana Islam sebagai 

bahan sekunder. 

b. Teknik kepustakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam – 

macam material yang terdapat diruang kepustakaan, seperti koran, 

buku – buku, majalah, naskah, dokumen, dan sebagainya yang 

relevan dengan penelitian. Aplikasi kepustakaan dalam dalam 

penelitian ini meliputi buku hukum acara peradilan islam menurut 

pemikiran ibnu qayyim al-jauziyah dan buku lainnya yang berkaitan 

dengan penelitian. 

4. Teknik pengolahan data 

 Dalam mengolah data untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik 

sebagai berikut: 12 

                                                           
11 Hadari Nawawi. Metodologi Penelitian bidang Sosial. (Yogyakarta:UGM Press,1991). 133  
12 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta:Sinar Grafika,1996), 72. 
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a. Editing, yaitu menyusun data secara sistematis yang diperoleh secara 

cermat dari kejelasan makna, keselarasan, relevansi dan keseragaman, 

kesatuan atau kelompok data.  

b. Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka 

paparan yang lebih direncanakan sebagaimana data outline sehingga 

dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.  

c.  Conclusing, yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari 

perorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau dalil sehingga 

diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut 

menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.  

5. Teknik Analisis Data 

 Teknik Analisa data penelitian ini menggunakan teknik analisa 

deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. 

a. Deskriptif analisis adalah Teknik Analisa dengan cara menjelaskan 

data dengan apa adanya, dalam hal ini data tentang pertimbangan 

hakim dalam putusan no. 35/Pid.Sus/2017/PN. Bgl tentang tindak 

pidana perdagangan orang, kemudian dianalisa dengan menggunakan 

hukum acara pidana islam yaitu dari pemikiran ibnu qayyim al-

jauziyah.  

b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berangkat dari variabel 

yang bersifat umum, yaitu pemikiran ibnu qayyim al-jauziyah 

tentang alat bukti kemudian diaplikasikan kepada variabel bersifat 
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khusus, yaitu pertimbangan hakim dalam putusan no. 

35/Pid.Sus/2017/PN. Bgl. 

H. Sistematika Pembahasan. 

      Untuk memberikan gambaran secara jelas dan agar pembaca segera 

mengetahui pokok-pokok skripsi ini, maka penulis menyusun sistematika 

yang terdiri dalam 5 bab yaitu : 

      BAB I Pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, identifikasi 

dan batasan masalah, rumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan.  

      BAB II Tinjauan umum pembuktian dan alat bukti dalam hukum acara 

pidana terdiri atas pembuktian dan alat bukti dalam hukum acara pidana 

umum. Pembuktian dan alat bukti dalam hukum acara pidana islam dan 

pembuktian dalam hukum acara pidana islam menurut pemikiran Ibnu 

Qayyim Al-Jauziah. 

      BAB III Pertimbangan hakim tentang tindak pidana perdagangan 

orang studi putusan nomor 35/Pid.Sus/2017/PN.Bgl terdiri atas gambaran 

umum pengadilan negeri bengkulu, deskripsi kasus perdagangan orang, 

pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan. 

      BAB IV Analisis dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziah terhadap 

Alat Bukti Keterangan Saksi Putusan Tindak Pidana Perdagangan Orang 

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 

35/PID.SUS/2017/PN.BGL). terdiri atas analisis pertimbangan hakim terkait 
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dengan alat bukti dalam kasus perdagangan orang dalam putusan 

No.35/Pid.Sus//217/PN.Bgl dan Analisis dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-

Jauziah terhadap Alat Bukti Keterangan Saksi Putusan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 

35/PID.SUS/2017/PN.BGL 

      BAB V Penutup merupakan bab terakhir dari skripsi ini yang berisi 

kesimpulan, dan saran sebagai penutup.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM PEMBUKTIAN DAN ALAT BUKTI DALAM HUKUM 

ACARA PIDANA ISLAM 

A. Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Umum 

 Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam 

proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan 

nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang 

ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang 

didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. 

sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat 

bukti dijatuhkan hukuman. oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, 

dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. meneliti 

sampai dimana batas minimum “kekuatan pembuktian” atau bewijs 

kracht dari setiap bukti yang disebut dalam Pasal 184 

KUHAP.1 

1. Pengertian pembuktian dan alat bukti 

 Kata “pembuktian” dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang 

menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan 

“pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya “proses perbuatan, 

cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu 

peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat 

                                                           
1 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2009), 273 
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awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan bukti, 

meyakinkan dengan bukti.2 

 Sedangkan pembuktian dalam arti yuridis adalah memberi dasar – 

dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang 

bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa 

yang diajukan.3  

 Adapun sistem pembuktian yang dianut KUHAP, HIR, dan 

Nederlandsche strafvordering (hukum acara pidana Belanda) yang lama 

maupun yang baru, semuanya menganut teori sistem pembuktian 

berdasar undang-undang secara negatif (negatief wetteljike bewijs 

theorie). keyakinan hakim tetap ada, tetapi bukan atas keyakinan itu 

saja yang menjadi pembuktian final. Keyakinan itu menjadi dasar 

pertimbangan untuk menilai apakah alat-alat bukti yang ditentukan 

dalam undang - undang (limitatif) sudah terpenuhi.4 

 Dalam Pasal 183 KUHAP ditentukan bahwa “hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang 

–kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa 

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 

bersalah melakukannya”. Ketentuan ini untuk menjamin tegaknya 

                                                           
2 Andi Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara Pidana “Suatu Pengantar”, (Jakarta: Kencana, 2014), 
3 Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

1996), 2. 
4 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum, (Bogor: Ghalia Indonesia, 

tt), 243.   
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kebenaran, keadilan dan kepastian hukuman bagi seseorang. Untuk 

dapat menjatuhkan hukuman disyaratkan terpenuhi dua syarat yaitu:5 

a. Alat-alat bukti yang sah (wettige bewijsmiddelen) 

b. Keyakinan hakim (overtuiging des rechters) 

 Dalam membuktikan suatu perkara diperlukan adanya alat bukti. 

Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yaitu sesuatu hal (barang dan 

bukan orang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat 

dipergunakan untuk memperkuat dakwaan tuntutan atau gugatan 

maupun guna menolak dakwaan, tuntutan atau gugatan.6 Sedangkan 

alat-alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya 

dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat digunakan 

sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, 

atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh 

terdakwa.7 

 Macam-macam alat bukti hukum acara pidana terdapat dalam 

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, termasuk alat bukti yang sah ialah:8 

a. keterangan saksi; 

b. keterangan ahli; 

c. surat; 

d. petunjuk; 

                                                           
5 Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana, (Yogyakarta: 

Liberty, 1988), 37. 
6 Koesparmono Irsan dan Armansyah, Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum 
Perdata dan Hukum Pidana, (Bekasi: Gramata Publishing, 2016), 173. 
7 Andi Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara …, (Jakarta: Kencana, 2014), 231.   
8 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 
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e. keterangan terdakwa. 

2. Pengertian dan dasar hukum keterangan saksi 

 Dalam pengertian tentang keterangan saksi, terdapat beberapa 

pengertian lainnya yang perlu dikemukakan, yaitu pengertian saksi dan 

kesaksian, sebagai berikut:9 

a. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu 

perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami 

sendiri (Pasal 1 Angka 26 KUHAP). 

b. Kesaksian adalah suatu keterangan di muka hakim dengan sumpah, 

tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu, yang ia dengar, lihat, 

dan alami sendiri. 

c. Keterangan saksi menurut Pasal 1 Angka 27 KUHAP adalah “salah 

satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari 

saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia 

lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari 

pengetahuannya itu.” 

3. Syarat-syarat saksi 

 Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti 

yang paling utama dalam perkara pidana. Sekurang-kurangnya di 

samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu 

diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. kekuatan 

                                                           
9 Andi Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara …, (Jakarta: Kencana, 2014), 239.   
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pembuktian atau “the degree of evidence” keterangan saksi, agar 

keterangan seorang saksi dapat dianggap sah sebagai alat bukti yang 

memiliki kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan 

sebagai berikut:10 

a. Harus mengucapkan sumpah atau janji 

  Menurut ketentuan Pasal 160 Ayat (3), sebelum saksi 

memberi keterangan: “wajib mengucapkan” sumpah atau janji. 

adapun sumpah atau janji: 

1) Dilakukan menurut cara agamanya masing-masing 

2) Lafal sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan 

keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang 

sebenarnya. 

b. Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti. 

  Tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai 

sebagai alat bukti. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah 

keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 Angka 

27 KUHAP: 

1) Yang saksi lihat sendiri, 

2) Saksi dengar sendiri, 

3) Saksi alami sendiri, 

4) Serta menyebut alasan dari pengetahuan itu. 

c. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan. 

                                                           
10 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan …, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 286-290.   
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 Supaya keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, 

keterangan itu harus yang “dinyatakan” di siding pengadilan. Hal 

ini seusai dengan penegasan Pasal 185 Ayat (1). Kalau begitu, 

keterangan saksi yang berisi penjelasan tentang apa yang 

didengarnya sendiri, dilihatnya sendiri atau dialaminya sendiri 

mengenai suatu peristiwa pidana, baru dapat bernilai sebagai alat 

bukti apabila keterangan itu saksi nyatakan di sidang pengadilan.  

d. Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. 

 Agar keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan 

kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau 

sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti. Kalau begitu keterangan 

seorang saksi saja, baru bernilai satu alat bukti yang harus ditambah 

dan dicukupi dengan alat bukti lain. Jadi, bertitik tolak dari 

ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi 

saja belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk 

membuktikan kesalahan terdakwa, atau “unus testis nullus testis”. 

e. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. 

  Sering terdapat kekeliruan pendapat sementara orang yang 

beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap keterangan 

saksi yang banyak itu telah cukup membuktikan kesalahan 

terdakwa. Di sinilah dituntut kemampuan dan keterampilan 

penyidik untuk mempersiapkan dan menyediakan saksi-saksi yang 

secara kualitatif dapat memberikan keterangan yang saling 
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berhubungan. Bukan hanya mengumpulkan saksi yang banyak tapi 

hanya menyajikan keterangan yang saling berdiri sendiri. Hal yang 

diperingatkan oleh Pasal 185 Ayat (4) KUHAP, yang menegaskan: 

1) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu 

kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai alat bukti yang 

sah, dengan syarat. 

2) Apabila keterangan saksi itu “ada hubungannya” satu dengan 

yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan 

adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. 

 Dari ketentuan Pasal 185 ayat (4) KUHAP jelaslah bagi kita, 

keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat 

bukti serta mempunyai kekuatan pembuktian, apabila keterangan 

para saksi tersebut mempunyai saling hubungan serta saling 

menguatkan tentang kebenaran suatu keadaan atau kejadian 

tertentu. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri 

antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, tidak 

mempunyai nilai sebagai alat bukti. 

4. macam – macam saksi 

Saksi menurut sifatnya dibagi atas dua bagian, yaitu:11 

a. Saksi a Charge (saksi yang memberatkan terdakwa) 

 Saksi ini adalah saksi yang telah dipilih dan diajukan oleh 

penuntut umum, dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan 

                                                           
11 Andi Sofyan dan Abd Asis, Hukum Acara …, (Jakarta: Kencana, 2014), 242. 
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akan memberatkan terdakwa, demikian menurut Pasal 160 Ayat (1) 

huruf c KUHAP, bahwa dalam hal ada saksi yang memberatkan 

terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan/atau 

yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut 

umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya 

putusan, hakim ketua sidang wajib mendengarkan keterangan saksi 

tersebut. 

b. Saksi a de Charge (saksi yang meringankan / menguntungkan 

terdakwa) 

 Saksi ini dipilih atau diajukan oleh penuntut umum/terdakwa atau 

penasihat hukum, yang mana keterangan atau kesaksian yang diberi 

akan meringankan/menguntungkan terdakwa, demikian menurut 

Pasal 160 Ayat (1) huruf C KUHAP, bahwa dalam hal ada saksi 

yang menguntungkan terdakwa yang tercantum dalam surat 

pelimpahan perkara dan/atau yang diminta oleh terdakwa atau 

penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya 

sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang 

wajib mendengar keterangan saksi tersebut. 

5. Larangan menjadi saksi 

 Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian 

menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168 KUHAP, adalah:12 

                                                           
12 Andi Hamzah, Hukum Acara …, 260.   
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a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke 

bawah derajat tiga dari terdakwa atau bersama-sama sebagai 

terdakwa; 

b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, 

saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai 

hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa 

sampai derajat ketiga; 

c. Suami atau istri terdakwa maupun sudah bercerai atau yang 

Bersama – sama sebagai terdakwa. 

 Pada dasarnya Pasal 168 tidak melarang secara mutlak saksi 

keluarga tersebut untuk memberikan kesaksian dengan disumpah. 

Dengan syarat saksi yang tercantum dalam pasal 168 menghendaki, 

serta jaksa penuntut umum dan terdakwa secara tegas menyetujuinya, 

maka saksi tersebut dapat memberikan keterangan dengan disumpah. 

Namun jika tidak mendapatkan persetujuan dari kedua belah pihak, 

maka saksi tersebut hanya dapat memberikan keterangan tanpa 

disumpah sebagaimana tercantum dalam pasal 169 KUHAP. 

 Di samping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau 

semenda), ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa mereka yang 

karena pekerjaan, harkat, martabat, atau jabatannya diwajibkan 

menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi 

keterangan sebagai saksi. Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan 
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atau jabatan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan 

rahasia ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.13 

 Selanjutnya dijelaskan bahwa jika tidak ada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan 

yang dimaksud, maka seperti ditentukan oleh ayat ini, hakim yang 

menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk 

mendapatkan kebebasan tersebut. Karena Pasal 170 KUHAP yang 

mengatur tentang hal tersebut di atas mengatakan “dapat minta 

dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai 

saksi…” maka berarti jika mereka bersedia menjadi saksi, dapat 

diperiksa oleh hakim. Oleh karena itulah, maka kekecualian menjadi 

saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya 

merupakan kekecualian relatif.14 

 Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk 

memberi kesaksian di bawah sumpah ialah: 

a. Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum 

pernah kawin 

b. Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik 

kembali Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa anak 

yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang 

sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, 

yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psikopat, mereka ini tidak 

                                                           
13 Ibid; 262.   
14 Ibid. 
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dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum 

pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam 

memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya 

dipakai sebagai petunjuk saja. 

B. Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Acara Pidana Islam 

 Setiap sengketa yang diajukan di muka pengadilan setidak-

tidaknya terdapat dua pihak yang berperkara, yaitu pihak penggugat dan 

pihak tergugat. Pihak penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan, 

sedangkan pihak tergugat adalah pihak yang mempertahankan kenyataan 

yang berlaku dan melawan gugatan itu. 

 Acara pembuktian menempati posisi penting dari jalannya 

persidangan di pengadilan. Dalam hukum acara pidana yang dicari pada 

acara pembuktian adalah kebenaran material, yaitu kebenaran sejati, yang 

harus diusahakan tercapainya.15 

 Tujuan pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian bahwa 

suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi guna 

mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat 

menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau 

peristiwa yang diajukan itu benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya 

sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.16 

 

                                                           
15 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 29. 
16 A. Muktiarto, Praktek-praktek Perdata pada Pengadilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2003), 140. 
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1. Pengertian Pembuktian dan Alat bukti 

 Pembuktian menurut istilah bahasa Arab berasal dari kata “al-

bayyi<nah” yang artinya suatu yang menjelaskan.17 Secara etimologis 

berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak 

(benar). Dalam istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang 

pengadilan. Ulama fikih membahas alat bukti dalam persoalan 

pengadilan dengan segala perangkatnya. Dalam fikih, alat bukti 

disebut juga al-turuq al-isbat.18 

 Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan 

dengan dalil hingga meyakinkan. Dalam arti luas, pembuktian berarti 

memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedang 

dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang 

dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.19 Dari 

pengertian di atas, pembuktian dalam arti luas tersebut menghasilkan 

konsekuensi untuk memperkuat keyakinan hakim semaksimal 

mungkin. Dalam hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa 

tingkatan. 

 Penggugat diminta mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat 

gugatannya dalam dua hal. Pertama, apabila tergugat menolak 

                                                           
17 Sulaikhan Lubis, Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, 2005), 135. 
18 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Icthtiar Baru Van Hoeve, 1996), 207. 
19 Sulaikhan Lubis, Hukum Acara perdata..., 136. 
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gugatannya seluruh atau sebagian, dan tidak dapat membawakan bukti 

perlawanannya atau dapat membawa bukti perlawanannya tetapi tidak 

dapat diterima. Kedua, apabila telah mengakui seluruh isi gugatan, 

tetapi penggugat menginginkan suatu putusan yang berakibat kepada 

pihak - pihak lain selain orang yang mengaku tersebut.20 

 Bukti, secara global, merupakan sebutan segala sesuatu yang 

menjelaskan dan mengungkapkan kebenaran. Terutama dua orang 

saksi, atau empat orang saksi, atau satu orang saksi yang tidak 

terhalang haknya untuk menjadi saksi atas nama dua orang saksi. Al-

quran menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua 

orang saksi. Akan tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan, 

baik secara sendiri-sendiri maupun kumulasi.21  

 Dalam pembuktian seseorang harus mampu mengajukan bukti - 

bukti yang otentik.22 Keharusan pembuktian ini didasarkan antara lain 

pada firman Allah SWT, surat al-Baqarah ayat 282,23 yang berbunyi 

هَدَاءِٓ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَِالِكُمۡۖۡ فإَِن لََّّۡ يَكُونََ رَجُلَيۡنِ فَ رَجُل وَٱمۡرَأتَََنِ ...   مَِّن تَ رۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّ
هُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰٰۚ وَلَ  رَ إِحۡدَى ٰ هُمَا فَ تُذكَِِّ   أَن تَضِلَّ إِحۡدَى ٰ

ٰۚ
هَدَاءُٓ إِذَا مَا دُعُواْ بَ ٱلشُّ

ۡ
 ...يََ

ۖۡ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَ بَايَ عۡتُمٰۡۚ وَلَ يُضَارَّٓ كَاتِب وَلَ شَهِيد وَإِن تَ فۡعَلُواْ ... 
 بِكُمۡۗۡ وَٱت َّقُواْ ٱللَََّّ

ُۢ
فإَِنَّهُۥ فُسُوقُ

ُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيم ۗۡ وَٱللََّّ
 وَيُ عَلِّمُكُمُ ٱللََُّّ

“… Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang - orang 
lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) 
seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu 

                                                           
20 Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), 39.  
21 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Hukum Acara Peradilan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 

15.   
22 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut …, 34. 
23 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (t.tp: J-ART, 2005), 49. 
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ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. 
Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka 
dipanggil…” 
“… Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah 
penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang 
demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada 
dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah 
Maha mengetahui segala sesuatu. “ 

 

Firman Allah SWT dalam surat al-Ma<idah ayat 106 yang berbunyi:24 

 

 

نَانِ  دَةُ بَ يۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِيَن ٱلۡوَصِيَّةِ ٱث ۡ يَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰ  يََٰٓ
نكُمۡ أَوۡ ءَاخَراَنِ مِنۡ غَيۡركُِمۡ   ... ذَوَا عَدۡل مِّ

“Hai orang- orang yang beriman, apabila salah seorang kamu 
menghadapi kematian, sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah 
(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau 
dua orang yang berlainan 
agama dengan kamu…” 

 

 Ayat di atas mengandung makna bahwa bilamana seseorang 

sedang berperkara atau sedang mendapatkan permasalahan, maka para 

pihak harus mampu membuktikan hak-haknya dengan mengajukan 

saksi – saksi yang dipandang adil.25   

 Dalam hukum acara peradilan Islam bahwa untuk membuktikan 

kebenaran gugatannya adalah tugas dari penggugat, sebab menurut asal 

segala urusan itu diambil dari yang lahirnya maka wajib atas orang 

yang mengemukakan gugatannya atas suatu yang lahir untuk 

membuktikan kebenaran gugatannya.  

                                                           
24 Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya … 
25 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut …, 59. 
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 Alat bukti atau hujah adalah sesuatu yang membenarkan gugatan. 

Fuqoha berpendapat bahwa alat bukti ada 7 (tujuh) macam, yaitu:26 

a. Ikrar (pengakuan). 

b. Shaha<dah (kesaksian). 

c. Yami<n (sumpah). 

d. Nuku<l (menolak sumpah). 

e. Qasamah (bersumpah 50 orang). 

f. Ilmu kadi (pengetahuan hakim). 

g. Qari<nah (alat bukti petunjuk). 

 Dalam pada itu, alat – alat pembuktian yang terpokok atau hujjah-

hujjah syar’iyah yang diperlukan dalam soal gugat – menggugat hanya 

tiga saja, yaitu :  

a. Iqrar (pengakuan) 

b. Syahadah (kesaksian) 

c. Yamin (sumpah) 

 Sedangkan menurut Sayyid Sabiq alat bukti dalam menetapkan 

dakwaan yaitu:27 

a. Dengan ikrar 

b. Dengan kesaksian 

c. Dengan sumpah 

d. Dengan dokumen resmi yang mantap 

                                                           
26 Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Peradilan dan Hukum Acara Islam, (Semarang: PT 

Pustaka Putra, 1997), 116. 
27 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 14, Terjemah Mudzakir A.S., (Bandung: Alma’arif, 1988), 49. 
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2. Pengertian saksi dan dasar hukum keterangan saksi 

 Saksi, dalam hukum Islam disebut dengan shahid (saksi lelaki) 

atau shahidah (saksi perempuan) yang terambil dari kata mushahadah 

yang artinya menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Jadi saksi 

dimaksudkan adalah manusia hidup.28  

 Sedangkan kesaksian secara syara adalah sebuah pemberitahuan 

yang jujur untuk menetapkan, membuktikan, dan membenarkan suatu 

hak dengan menggunakan kata-kata al-Shaha<dah (bersaksi) di majelis 

persidangan.29 

 Kesaksian hukumnya adalah fardu ‘ain bagi orang yang 

memikulnya bila dipanggil untuk itu dan kekhawatiran kebenaran akan 

hilang.30 Bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran 

meskipun dia tidak dipanggil untuk itu, karena firman Allah SWT 

dalam surat al-Baqarah ayat 283.31 

دَةَٰۚ وَمَن يَكۡتُمۡهَا فإَِنَّهُۥٓ ءَاثِِ قَ لۡبُهُ  هَٰ  وَلَ تَكۡتُمُواْ ٱلشَّ
“janganlah kamu sembunyikan persaksian; dan barang siapa yang 
menyembunyikannya, maka dia adalah orang yang berdosa hatinya.” 
 
 Kesaksian hanya wajib dilaksanakan apabila saksi mampu 

menunaikannya tanpa adanya bahaya yang menimpanya baik pada 

                                                           
28 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 159. 
29 Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terjemah Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 8, 

(Jakarta: Gema Insani, 2011), 403. 
30 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah …, 56. 
31 Depag RI, Al-Qur’an dan …, 50. 
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badan, kehormatannya, hartanya ataupun keluarganya, karena firman 

Allah SWT dalam surah al-Baqarah ayat 282.32 

 وَلَ يُضَآرَّ كَاتِب وَلَ شَهِيد
“Janganlah penulis dan saksi itu mendapatkan kesulitan.” 
 
 Apabila saksi jumlahnya banyak dan tidak dikhawatirkan 

kebenarannya akan disia-siakan, maka kesaksian pada saat yang 

demikian menjadi sunah, sehingga bila seorang saksi terlambat 

menyampaikannya tanpa alasan maka dia tidak berdosa. Apabila 

persaksian telah ditentukan, maka haram mengambil upah atas 

persaksian itu kecuali bila saksi keberatan dalam menempuh perjalanan 

untuk menyampaikannya, maka dia boleh mengambil ongkos 

perjalanan tersebut. Akan tetapi bila kesaksian itu tidak ditentukan, 

maka saksi boleh mengambil upah dari kesaksiannya.33 

3. Syarat-syarat saksi 

 Secara garis besar ada lima syarat-syarat diterimanya persaksian, 

yaitu adil, dewasa, Islam, merdeka, dan tidak diragukan niat baiknya. 

Sebagian ini telah disepakati dan sebagian yang lain masih 

diperselisihkan.34 

a. Keadilan 

                                                           
32 Depag RI, Al-Qur’an dan …, 49. 
33 Ibid; 57. 
34 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, (Yogyakarta: PT Pustaka Amani.2006). 684. 
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 Kaum muslim sepakat untuk menjadikan adil sebagai syarat dalam 

penerimaan kesaksian saksi.35 Berdasarkan firman Allah SWT 

dalam surat al-Talaq ayat 2:36 

دَةَ للََِّّ  هَٰ  وَأقَِيمُواْ ٱلشَّ
“Dan tegakkanlah kesaksian itu karena Allah.” 

 
 Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang pengertian adil. 

Jumhur fuqaha>’> berpendapat bahwa adil merupakan suatu sifat 

tambahan atas keislaman. Yakni menetapi kewajiban-kewajiban 

syara’ dan anjuran-anjurannya dengan menjauhkan hal-hal yang 

haram dan makruh.37 

 Menurut Abu Hanifah, adil itu cukup dengan lahirnya Islam, dan 

tidak diketahui adanya cela padanya. Silang pendapat disebabkan 

oleh keraguan mereka tentang mafhum kata “adil” yang menjadi 

bandingan dari kata “fasik”. Demikian itu karena fuqaha>’> sepakat 

bahwa kesaksian orang fasik itu tidak dapat diterima.38 Berdasarkan 

firman Allah SWT dalam surat al-Hujara<t ayat 6:39 

نُ وٓاْ  يَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُ وٓاْ إِن جَاءٓكَُمۡ فاَسِقُُۢ بنَِ بَإ فَ تَ بَ ي َّ  يََٰٓ
“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 
membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti.” 

 
 Tetapi fuqaha>’> tidak berselisih, bahwa kesaksian orang yang fasik 

tersebut dapat diterima, apabila diketahui taubatnya. Kecuali jika 

                                                           
35 Ibid. 
36 Depag RI, Al-Qur’an dan …, 559. 
37 Ibnu Rusyd, Bidayatul …, 684. 
38 Ibid. 
39 Depag RI, Al-Qur’an dan …, 517. 
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kesaksian itu terjadi sebelum melakukan qadhaf. Sebab, menurut 

Abu Hanifah, kesaksiannya tidak dapat diterima meskipun sudah 

bertaubat. Sedangkan jumhur fuqaha>’> berpendapat taubatnya 

diterima.40 Silang pendapat ini disebabkan oleh perbedaan 

pemahaman terhadap firman Allah SWT. surat al-Nu<r ayat 4:41 

سِقُونَ  ئِٓكَ هُمُ ٱلۡفَٰ دَةً أبَدَاٰۚ وَأوُْلَٰ  وَلَ تَ قۡبَ لُواْ لََمُۡ شَهَٰ
“… dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selamanya. Dan 
mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang 
bertobat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya).” 

 
 Yakni apakah pengecualian dalam ayat tersebut kembali kepada 

penggalan kalimat yang paling dekat atau kepada seluruh kalimat. 

Kecuali dalam hal-hal yang dikecualikan oleh ijmak, yaitu bahwa 

suatu taubat itu tidak menghapus had.42 

b. Dewasa 

 Fuqaha’ sepakat bahwa kedewasaan menjadi syarat untuk hal - hal 

yang menjadikan keadilan sebagai syarat. Kemudian mereka 

berselisih tentang kesaksian anak-anak, sebagian mereka atas 

sebagian yang lain, dalam kejahatan pelukaan dan pembunuhan.43 

 Jumhur fuqaha> Amshar menolak kesaksian mereka, Karena telah 

menjadi ijmak bahwa diantara syarat seorang saksi adalah adil, dan 

diantara syarat adil adalah dewasa. Karena itu kesaksian anak-anak 

tersebut sebenarnya bukan merupakan kesaksian, melainkan hanya 

                                                           
40 Ibid; 685. 
41 Depag RI, Al-Qur’an dan …, 351. 
42 Ibnu Rusyd, Bidayatul …, 685. 
43 Ibid. 
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merupakan suatu petunjuk, menurut pendapat Malik. Karena itu 

dalam kesaksian anak-anak, Malik mensyaratkan agar mereka tidak 

terpisah-pisah supaya mereka tidak merasa takut.44 

c. Islam 

 Fuqaha>' sepakat bahwa Islam merupakan syarat diterimanya 

kesaksian, dengan demikian kesaksian orang-orang kafir tidak 

dibolehkan. Kecuali kesaksian yang masih diperselisihkan oleh para 

ulama, seperti pemberi wasiat dalam bepergian.45 berdasarkan 

firman Allah SWT dalam surat al-Ma<idah ayat 106:46 

دَةُ  يَ ُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰ نَانِ ذَوَا عَدۡل يََٰٓ بَ يۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِيَن ٱلۡوَصِيَّةِ ٱث ۡ
صِيبَةُ ٱلۡمَوۡتِٰۚ  بَ تۡكُم مُّ تُمۡ فِ ٱلۡأَرۡضِ فأََصَٰ نكُمۡ أوَۡ ءَاخَراَنِ مِنۡ غَيۡركُِمۡ إِنۡ أنَتُمۡ ضَرَب ۡ  مِّ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah seorang kamu 
menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah 
(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, 
atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu, jika kamu 
dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu ditimpa bahaya 
kematian.” 

 
 Menurut Abu Hanifah, yang demikian itu diperbolehkan 

berdasarkan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Allah SWT. 

Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i tidak 

diperbolehkan dan menurut mereka ayat tersebut telah dihapus 

(mansu<khah).47 

d. Merdeka 

                                                           
44 Ibid; 686. 
45 Ibid. 
46 Depag RI, Al-Qur’an dan …, 126. 
47 Ibnu Rusyd, Bidayatul …, 687. 
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 Kemerdekaan, menurut fuqaha>’> Amshar kemerdekaan menjadi 

syarat diterima tidaknya kesaksian. Menurut fuqaha>’ Zahiri, 

kesaksian seorang hamba dapat diterima, karena pada dasarnya yang 

disyaratkan itu hanyalah keadilan. Masalah kehambaan tidak 

berpengaruh pada penolakan kesaksian, kecuali apabila hal ini telah 

ditetapkan oleh Kitabullah, sunah, atau ijmak. Seolah jumhur 

fuqaha>’> berpendapat bahwa hamba merupakan salah satu bekas 

kekafiran, karena itu harus berpengaruh terhadap penolakan 

kesaksian.48 

e. Keraguan terhadap iktikad baik 

 Mengenai diragukannya iktikad baiknya yang disebabkan oleh 

faktor kecintaan, ulama sependapat bahwa keraguan tersebut 

berpengaruh bagi ditolaknya kesaksian. Kemudian fuqaha>’> 

berselisih pendapat tentang penolakan terhadap kesaksian orang 

yang adil karena diragukan iktikad baiknya, yang hal itu disebabkan 

oleh faktor kecintaan atau kebencian yang berpangkal pada 

permusuhan duniawi.49 

 Dalam hal ini fuqaha>’> Amshar menolaknya. Hanya saja, dalam 

beberapa perkara tertentu, mereka sependapat untuk memakai 

keraguan terhadap iktikad baik itu, dan dalam beberapa perkara 

yang lain menggugurkannya. Dalam beberapa perkara mereka juga 

                                                           
48 Ibid. 
49 Ibid, 688. 
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berselisih pendapat, sebagian memakainnya dan sebagian lain tidak 

memakainya.50 

4. Macam-macam saksi 

a. Saksi satu orang laki-laki tanpa dikuatkan dengan sumpah salah 

satu pihak berperkara 

 Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa keterangan saksi satu 

orang tidak boleh dikesampingkan apabila hakim mengetahui 

kejujuran saksi tersebut. Hakim diperbolehkan menjatuhkan putusan 

berdasarkan kesaksian satu orang itu. Namun jika hakim 

berpendapat perlu meneguhkan pembuktian tersebut dengan sumpah 

maka hal itu dapat dilaksanakan tetapi itu bukan sumpah decissoar 

yang imperative hakim menjatuhkan putusannya. Nabi Muhammad 

SAW ketika memutus perkara berdasarkan keterangan saksi satu 

orang laki - laki dan sumpah, sumpah tidak dijadikan sebagai 

sumpah decissoir, melainkan sebagai sumpah supletoar yang 

meneguhkan keterangan saksi satu orang laki-laki itu.51 

b. Saksi satu orang laki-laki dikuatkan dengan sumpah 

 Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Allah SWT tidak 

mengharuskan para hakim supaya tidak menjatuhkan keputusan 

kecuali dengan dasar keterangan dua orang saksi, akan tetapi Allah 

SWT memerintahkan yang mempersaksikannya dihadapan dua 

orang saksi atau satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi 

                                                           
50 Ibid. 
51 Anshoruddin, Hukum Pembuktian Menurut …, 77. 
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perempuan. Itu tidak berarti menunjukkan hakim tidak boleh 

menjatuhkan keputusannya berdasarkan keterangan saksi kurang 

dari itu. Nabi Muhammad SAW pernah menjatuhkan putusan 

berdasarkan keterangan satu orang saksi dan sumpah dan juga 

pernah hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi semata.52 

c. Saksi non muslim 

 kesaksian non muslim terhadap orang Islam menurut kesepakatan 

fuqaha>’> tidak diterima kesaksiannya. Sedangkan kesaksian orang 

Islam terhadap non muslim ada dua pendapat. Menurut ulama 

Hanafi boleh, sedangkan menurut Fuqoha lainnya tidak boleh.53 

d. Saksi istifa<dlah (berita tersebar/testimonium de auditu) 

 Adapun yang dimaksud dengan khabar istifa<dlah ialah berita yang 

mencapai derajat antara berita mutawatir dan berita orang 

perorangan, yaitu berita yang sudah menyebar dan menjadi 

perbincangan dikalangan manusia.54  

 Mengenai saksi istifa<dlah dalam hukum acara Islam berbagai 

macam pendapat antara lain sebagai berikut, Imam Syafi’I 

memperbolehkan seorang hakim mempergunakan saksi istifa<dlah 

dalam hal-hal yang berhubungan dengan nasab, kelahiran, kematian, 

memerdekakan budak, perwalian, diangkatnya menjadi hakim, 

mengundurkan diri menjadi hakim, wakaf, nikah, keadilan 

                                                           
52 Ibid; 79. 
53 Ibid; 80. 
54 Ibid; 81. 
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seseorang, cacat pribadi seseorang, wasiat, kecerdasan dan 

kebodohan seseorang dan masalah-masalah yang berhubungan 

dengan hak milik seseorang. Sedangkan Imam Abu Hanifah 

berpendapat bahwa saksi istifa<dlah itu dapat dipergunakan hanya 

dalam lima hal yaitu: pernikahan, persetubuhan (zina), nasab, 

kematian dan diangkatnya seseorang menjadi hakim dalam satu 

wilayah. Imam Syafi’I mengemukakan bahwa saksi istifa<dlah itu 

hanya dapat dipergunakan dalam hal yang berhubungan dengan 

pernikahan, nasab, kematian, memerdekakan budak, perwalian dan 

tentang hak milik yang dipersengketakan.55 

 Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa saksi istifa<dlah adalah 

merupakan suatu cara dari cara-cara pengetahuan yang meniadakan 

kecurigaan tentang seorang saksi dan hakim dan ia lebih kuat dari 

kesaksian saksi dua orang laki-laki yang diterima kesaksiannya.56 

e. Saksi wanita 

 Wanita-wanita Arab dahulu karena sama sekali tidak bergaul 

dengan laki-laki maka mereka mempunyai pengalaman yang sedikit 

sekali. Oleh karenanya agama Islam hanya membolehkan persaksian 

wanita dalam masalah-masalah yang hanya dilihat oleh wanita saja 

dan persaksian nya dipandang setengah dari persaksian laki-laki 

dalam bidang perdata, termasuk di dalam masalah perekonomian.57 

                                                           
55 Ibid. 
56 Ibid. 
57 Ibid; 82. 
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 Keadaan-keadaan yang membolehkan wanita menjadi saksi tanpa 

disertai laki-laki adalah dalam perkara-perkara yang tidak dapat 

dilihat oleh laki-laki, dalam masalah seperti ini semua madzhab 

menerima persaksian wanita. Di antara hal-hal tersebut yaitu saat 

kelahiran bayi, cacat yang ada di tubuh seorang wanita, 

keperawanan, hilangnya keperawanan, menstruasi, susuan dan 

sejenisnya. Maka pembuktiannya dapat dilakukan dengan 

mendengar keterangan saksi dua orang perempuan belaka.58  

 Sedangkan dalam hal-hal selain tersebut di atas, Imam Malik 

berpendapat bahwa boleh diterima persaksian dua orang wanita asal 

dikuatkan oleh sumpah si penggugat dalam bidang perdata. Imam 

Ahmad dalam salah satu pendapatnya juga berpendapat demikian.59 

5. Larangan menjadi saksi 

 Dalam hukum acara pidana Islam terkait dengan larangan 

seseorang menjadi saksi berhubungan dengan konsep thahammul dan 

ada<’.60 Thahammul adalah kesanggupan memelihara dan mengingat 

suatu peristiwa. Sedangkan ada<’ adalah kesanggupan untuk 

mengemukakan/melapalkan peristiwa tersebut dengan benar. Orang-

orang yang secara sempurna memiliki kemampuan untuk thahammul 

dan ada<’ adalah orang merdeka, baligh, akil dan adil. Sedangkan 

golongan yang tidak memiliki kemampuan untuk thahammul dan ada<’ 

                                                           
58 Ibid, 83. 
59 Ibid. 
60 Usman Hasyim, Teori Pembuktian Menurut Fiqih Jinayat Islam, (Yogyakarta: Andi Offset, 

1984), 14. 
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sehingga ditolak dan tidak ada nilai pembuktian sama sekali yaitu 

anak-anak, orang gila, orang kafir dan hamba. Permasalahan tidak 

diterimanya kesaksian orang kafir (non muslim) karena Alquran 

menghendaki bahwa kesaksian itu harus dilakukan oleh orang yang 

adil. Sedang orang kafir tidak termasuk dalam kategori adil.61 

 Sulaikin Lubis berpendapat, adapun orang-orang yang ditolak 

untuk menjadi saksi adalah sebagai berikut:62 

a. Yang bermusuhan dengan pihak yang berperkara 

b. Mahram 

c. Yang berkepentingan atas perkara itu 

d. Sakit jiwa 

e. Fasik (orang yang suka menyembunyikan yang benar dan 

menampakkan yang salah) 

f. Safih (yang lemah akal atau dibawah pengampunan).  

C. Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana Islam menurut Pemikiran Ibnu 

Qayyim Al-Jauziyah 

1. Bukti Res Upsa Loquiter (Fakta yang Berbicara atas Dirinya Sendiri) 

yang tidak memerlukan sumpah 

Pembuktian melaui cara ini ada beberapa bentuk, diantaranya ialah :  

a. Dalam perkara wasiat terhadap anak dibawah umur, atau orang gila 

 Apabila ada wasiat terhadap anak dibawah umur atau orang gila 

sedangkan anak yang diberi wasiat itu memegang bukti sesuatu dari 

                                                           
61 Ibid. 
62 Sulaikhan Lubis, Hukum Acara …, 140. 
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ayahnya yang diserahkan padanya, maka bukti yang dipegang itu 

dipandang sebagai bukti Res Upsa Loquiter (Fakta yang berbicara 

atas dirinya sendiri) yang mengikat hakim untuk memenangkan 

pemegang bukti dengan tanpa sumpah. Hal ini karena sumpah dari 

anak dibawah umur tidak sah. Sedang pihak pemberi wasiat tidak 

perlu dibebani sumpah, karena dia bukan pihak tergugat materiil. Di 

samping itu, bahwa pembuktian sumpah tidak bisa dibebankan 

padanya. 

b. Gugatan yang mendakwakan sesuatu hak tanpa bukti 

 Contoh gugatan ini ialah seseorang mendakwakan, bahwa kain 

kafan si mayit itu miliknya. Akan tetapi, dia tidak memiliki bukti 

yang meneguhkan dakwaannya itu. Maka, gugatan sepeti ini harus 

ditolak dan harus diputuskan bahwa kain kafan itu milik pihak yang 

menguasainya dengan tanpa sumpah. 

c. Gugatan yang tidak masuk akal  

 Contoh gugatan ini ialah seseorang mendakwakan, bahwa budak 

yang dimiliki X itu adalah anaknya. Padahal, kenyataannya 

menunjukkan, bahwa umur budak itu lebih tua daripada umur 

penggugat. Maka, gugatan seperti ini dinilai tidak masuk akal. 

Karenanya, tergugat tidak diperintahkan mengangkat sumpah. 

Bahkan, gugatan penggugat tidak perlu didengar. Yang demikian 

itu, karena sesungguhnya sumpah harus dibebankan kepada pihak – 

pihak yang memiliki bukti persangkaan untuk dimenangkan. 
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Sedangkan dengan sumpah itu berarti tergugat telah mengobjeksi 

gugatan penggugat yang berimplikasi gugatan penggugat harus 

ditolak, jika tidak demikian maka bukti res upsa loquiter tidak ada 

gunanya untuk dipertimbangkan sebagai bukti yang memiliki nilai 

kekuatan pembuktian mengikat. 

2. Pembuktian dengan pengingkaran penggugat atas jawaban tergugat 

 Dalam masalah ini ada beberapa bentuk berkaitan dengan posisi 

tergugat yang mengharuskan diperintahkan atau tidak diperintahkan 

mengangkat sumpah, di antaranya ialah: 

a. Tergugat materiil bukan tergugat asal 

 Jika seseorang menggugat orang lain dengan dakwaan , bahwa X 

yang telah meninggal dunia telah wasiat untuk tergugat agar 

hartanya dibayarkan kepada penggugat. Dan tergugat menyatakan, 

bahwa wasiat almarhum itu sudah ditunaikannya, namun Penggugat 

mengingkarinya. Maka, dalam gugatan semacam ini, jika Penggugat 

memiliki bukti, gugatannya dapat didengar. Akan tetapi, jika dia 

tidak memiliki bukti dan dia memohon agar Tergugat diperintahkan 

mengangkat sumpah dengan kalimat sumpah negatif (menyatakan 

bahwa benar tergugat diserahi wasiat tetapi wasiat itu belum 

ditunaikannya), maka permohonan Penggugat tidak dapat 

dikabulkan, karena nilai kekuatan pembuktian sumpah akan 

mendukung posisi tergugat sebagai pihak yang dimenangkan. 

Padahal dengan begitu, penolakan mengangkat sumpah itu jadi 
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tidak diterima. Maka, dalam hal demikian, meskipun tergugat 

menolak mengangkat sumpah, dia tetap tidak dikalahkan. Karena, 

sumpah yang bersifat negatif itu tidak memiliki kekuatan 

pembuktian. Akan tetapi, jika tergugat ahli waris almarhum, 

tergugat asal, maka dia diperintahkan mengangkat sumpah, dan jika 

dia menolak mengangkat sumpah, maka dia dikalahkan.  

b. Menggugat hakim atau saksi 

 Jika seseorang menggugat hakim atau saksi dengan dakwaan 

bahwa dia diperlakukan tidak adil oleh hakim dalam perkaranya 

melalui keputusan yang dijatuhkannya, atau menggugat saksi 

dengan dakwaan bahwa dia dengan sengaja telah memberikan 

kesaksian palsu atau sengaja telah membuat kesaksian yang keliru, 

atau penggugat mendakwakan sesuatu yang menggugurkan 

kesaksiannya, maka tergugat, hakim dan saksi, tidak perlu 

mengangkat sumpah, karena kedudukan mereka lebih tinggi 

daripada sumpah. 

3. Pembuktian dengan saksi satu orang laki – laki dan sumpah penggugat 

 Acara pembuktian dengan beban bukti ini merupakan madzhab 

seluruh ahli fikih, kecuali madzhab Abu Hanifah dan pengikut – 

pengikutnya. Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab shahihnya, dari 

hadis Umar bin Dinar, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw telah 

memutus berdasar keterangan saksi satu orang laki–laki dan sumpah 
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penggugat. Umar mengatakan, beban acara pembuktian tersebut dalam 

perkara-perkara perdata kebendaan. 

 Ibnu Wahab mengatakan, telah memberitahukan kepadaku Ibnu 

Lahi’ah dan Nafi’ bin Zaid, dari Umarah bin Ghaziyah, dari Sa’id bin 

umar bin Syarahbil, bahwa dia telah menemukan tulisan yang di 

dalamnya tertulis, ini yang dituturkan Umar bin Hazm dan Al-

Mughirah bin Syu’bah, mereka berkata, ketika kami berada di dekat 

Rasulullah saw tiba-tiba dua orang lelaki yang bersengketa masuk. 

Penggugat membawa satu orang laki-laki, lalu Rasulullah saw 

memerintahkan Penggugat mengangkat sumpah dan mendengarkan 

keterangan saksi satu orang laki-laki yang diajukannya. Selanjutnya, 

Rasulullah saw memutus berdasarkan hal tersebut dengan 

memenangkan penggugat. 

 Asy-Syafi’i mengatakan, telah memberitahukan kepadaku Ibrahim 

bin Muhammad, dari Amru bin Abu Amar, dari Ibnu Musayyab, bahwa 

Rasulullah saw memutus berdasarkan sumpah penggugat dan 

keterangan saksi satu orang laki-laki. Dia juga meriwayatkan, katanya 

telah memberitahukan kepadaku Khalid Al-Zanji, dari ibnu Juraji, dari 

Amru bin Syu’ain, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi saw telah 

bersabda mengenai kesaksian :  

 فاَِنْ جَاءَ بِشَا هِدٍ حَلَفَ مَعَ شَا هِدِهِ 
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“jika penggugat datang membawa saksi satu orang laki-laki, maka 
penggugat bersumpah meneguhkan keterangan saksi satu orang laki-
laki yang diajukannya.” 

 
 Asy-Syafi’i mengatakan bahwa pembuktian dengan sumpah 

penggugat dan saksi satu orang laki-laki itu tidak bertentangan dengan 

Al-quran. Oleh sebab itu, kami memutus perkara dengan acara 

pembuktian saksi dua orang laki-laki, saksi satu orang laki-laki dan dua 

orang perempuan, jika hanya diajukan saksi satu orang laki-laki, maka 

kami memutus berdasarkan keterangan saksi satu orang laki-laki itu 

dengan diteguhkan sumpah penggugat. Yang demikian ini sama sekali 

tidak bertentangan dengan lahiriyah ayat Al-quran. Rasulullah saw 

adalah orang yang mengetahui maksud-maksud Allah. Sedangkan Alah 

SWT. telah memerintahkan kita untuk mengambil apa yang diajarkan 

Rasulullah kepada kita. 

 Saya katakan, bahwa di dalam Al-quran tidak ada ketentuan yang 

mengharuskan untuk tidak mengadili suatu perkara kecuali 

berdasarkan keterangan saksi dua orang laki-laki, atau satu orang laki-

laki dan dua orang perempuan. Akan tetapi, Allah SWT 

memerintahkan hal itu kepada orang yang memiliki hak agar mereka 

menjaga dan memelihara haknya itu dengan mempersaksikannya 

menurut ketentuan tersebut. Yang demikian itu tidak diperintahkan 

oleh Allah kepada para hakim agar memutus berdasarkan kesaksian 

menurut ketentuan itu, apalagi perintah untuk tidak memutus perkara 

kecuali berdasarkan kesaksian demikian. Oleh karena itu hakim boleh 
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memutus berdasarkan penolakan tergugat untuk mengangkat sumpah 

dan sumpah yang dikembalikan (dari tergugat untuk penggugat), 

keterangan saksi satu orang perempuan, saksi orang-orang belaka tanpa 

saksi orang-orang lelaki, dan memutus berdasarkan bukti persangkaan 

dari indikasi-indikasi yang nyata, dan lain sebagainya dari ketentuan 

hukum acara pembuktian yang tidak disebut dalam Al-quran. Maka, 

jika memutus berdasarkan keterangan satu orang laki-laki dan sumpah 

penggugat, itu dikatakan bertentangan dengan Al-quran, maka 

memutus dengan pembuktian tersebut diatas dapat dikatakan lebih 

bertentangan dengan Al-quran, maka pembuktian berdasarkan 

keterangan satu orang laki-laki dan sumpah penggugat, itu dapat 

dikatakan lebih tidak bertentangan dengan Al-quran. 

 Dalam perkara pidana yang diancam hukuman denda sejumlah 

uang seperti membunuh karena salah sangka, dan jenis – jenis perkara 

pidana yang tidak diancam hukuman qishash seperti penganiayaan 

dengan sengaja yang berakibat luka sampai menembus tulang, luka 

yang menembus otak, luka menembus bagian dalam, pembunuhan yang 

dilakukan oleh seorang muslim terhadap seorang non muslim, 

pembunuhan yang dilakukan oleh orang merdeka terhadap budak, 

pembunuhan terhadap anak dibawah umur, atau orang gila, tindak 

penggelapan terhadap barang titipan yang harus disampaikan kepada 

seseorang tetapi tidak disampaikan, pengakuan seorang muslim bahwa 

ia telah membunuh musuh di medan perang untuk mendapatkan harta 
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rampasannya, pengakuan seorang tawanan perang bahwa dia telah 

memeluk agama islam sebelum tertawan yang karenanya berimplikasi 

terhalangnya status perbudakannya. Maka, acara pembuktian dalam 

perkara – perkara tersebut ada 2 riwayat, yaitu : 

a. Bahwa perkara tersebut dapat diputus berdasarkan keterangan saksi 

satu orang laki – laki dan sumpah, atau saksi satu orang laki- laki 

dan dua orang perempuan. 

b. Bahwa perkara tersebut hanya dapat diputus berdasarkan 

keterangan saksi dua orang laki- laki. 

4. Pembuktian dengan keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua 

orang perempuan. 

Allah SWT berfirman:  

وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَِالِكُمۡۖۡ فإَِن لََّّۡ يَكُونََ رَجُلَيۡنِ فَ رَجُل وَٱمۡرأَتَََنِ مَِّن تَ رۡضَوۡنَ مِنَ 
رَ إِ  هُمَا فَ تُذكَِِّ هَدَاءِٓ أَن تَضِلَّ إِحۡدَى ٰ هُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰٰۚ ٱلشُّ حۡدَى ٰ  

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang - orang lelaki 
(di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang 
lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, 
supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya.” 

 
 Jika dikatakan bahwa lahiriyah ayat tersebut menyebutkan bahwa 

pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan 

itu pengganti dari pembuktian dengan saksi dua orang laki-laki, maka 

pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan dua orang perempuan 

hanya bisa diterapkan bila tidak ada saksi dua orang laki-laki. 

 Jawab, Al-quran tidak menunjukkan demikian. Ayat tersebut 

merupakan perintah untuk orang-orang yang memiliki hak, agar 
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menjaga dan memelihara haknya. Allah SWT menunjukkan kepada 

mereka cara terkuat memelihara dan menjaga hak. Jika mereka tidak 

mampu menggunakan cara terkuat, mereka dapat menggunakan cara 

alternatif yang kekuatan pembuktiannya sedikit dibawah cara yang 

terkuat. Persaksian satu orang laki-laki lebih kuat pembuktiannya, 

daripada persaksian dua orang perempuan. Karena pada umumnya 

kaum perempuan sulit menghadiri persidangan-persidangan majelis 

hakim. Dan daya ingatan serta hafalan mereka dibawah daya ingatan 

kaum laki-laki pada umumnya. Alllah SWT tidak memfirmankan ayat-

Nya sebagai berikut:  

 احُْكُمُوا بِشَهَا دَةِ رَجُلَيْنِ الخ اليَة

“Hukumilah perkara mereka berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki. 
Jika tidak ada dua orang laki-laki maka boleh dengan satu orang laki-
laki dan dua orang perempuan.” 

 
 Allah SWT. menjadikan kedudukan orang-orang perempuan 

separuh dari kedudukan orang-orang laki-laki, dalam banyak ketentuan 

hukum. Contoh:  

a. Dalam masalah kesaksian ini, 

b. Dalam masalah hak menerima bagian harta pusaka, 

c. Dalam masalah nilai diyatnya, 

d. Dalam masalah aqiqah, 

e. Dalam masalah memerdekakan budak, pahalanya separuh dari 

pahala memerdekakan budak laki-laki. 
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 Atha’ dan Hammad bin Abu Sulaiman dalam salah satu riwayat 

darinya mengatakan, bahwa kesaksian satu orang aki-laki dan dua 

orang perempuan dapat diterima dalam perkara pidana yang diancam 

dengan hukuman had dan qishash. Dan acara pembuktian ini juga 

berlaku di kalangan kami dalam perkara perkawinan dan 

memerdekakan budak. Ketentuan hukum acara pembuktian ini 

diriwayatkan dari Jabir bin Zaid, Iyas bin Muawiyah, Al-Syu’bi, Al-

Tsauri, dan beberapa orang dari aliran rasionalisme. Demikian pula 

dalam perkara pidana yang diancam hukuman denda sejumlah uang, 

menurut salah satu dari dua riwayat. 

  Pengarang kitab Al-Muharrar mengatakan, bahwa dalam 

perkara pidana yang diancam dengan hukuman qishash yang acara 

pembuktiannya dengan keterangan saksi satu orang laki-laki dan dua 

orang perempuan, atau satu orang lelaki dan sumpah penggugat, maka 

putusan yang didasarkan pada pembuktian tersebut dengan putusan 

hukuman qishash, atau denda sejumlah uang, dipandang tidak kuat. 

Tetapi, bila korban yang meninggal seorang budak, maka putusan 

denda sejumlah uang dipandang kuat. Demikian yang dinukil oleh Ibnu 

Mansur. Dan jika dalam perkara pencurian, dan acara pembuktiannya 

dengan alat bukti tersebut, maka hukuman yang diputuskan 

maksimalnya adalah denda sejumlah uang, bukan potong tangan. 

5. Pembuktian berdasarkan keterangan saksi empat orang laki-laki yang 

merdeka 
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 Ketentuan ini berlaku dalam perkara perzinaan dan sodomi yang 

diancam dengan hukuman had. Dalam perkara zina, dasar hukum 

pembuktiannya ialah nash dan ijma’. Sedangkan dalam perkara 

sodomi, segolongan ulama berpendapat, bahwa dasar hukum  

pembuktiannya ialah dianalogikan kepada ketentuan maksimal 

pembuktian dengan saksi dalam perkara zina, sebagaimana 

dianalogikannya mengenai hukuman hadnya. 

 Segolongan ulama yang lain berpendapat, sodomi termasuk zina, 

karena ia merupakan perbuatan menyetubuhi kemaluan yang 

diharamkan. Dan ini tidak dikenal oleh orang Arab. Oleh karenanya, 

mereka mengatakan bahwa secara hukum ia termasuk zina. Mereka 

mengatakan, istilah hukum kadang sangat umum dari istilah bahasa 

sehari-hari. 

 Segolongan yang lain berpendapat, pelaku sodomi lebih utama 

dijatuhi hukuman had daripada terhadap pelaku zina, karena ia 

merupakan perbuatan menyetubuhi kemaluan yang tidak diizinkan dan 

bukan pada tempatnya. Dan orang yang menuntutnya memiliki 

perlindungan hukum yang kuat. Oleh sebab itu, lebih utama dia 

dijatuhi hukuman had, dan ketentuan yang berlaku terhadapnya adalah 

ketentuan zina. 

 Analogi orang yang tidak menetapkan hukuman had terhadap 

pelaku sodomi, melainkan dengan hukuman ta’zir, mencukupkan 

pembuktiannya dengan kesaksian dua orang laki-laki, sebagaimana 
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dalam tindak kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman had. Dan 

ini telah dijelaskan oleh golongan hanafiyah. Pendapat ini merupakan 

madzhab Abu Muhammad bin Hazm. 

 Sedang analogi orang yang menetapkan hukuman had terhadapnya 

berupa hukuman mati, baik dia seorang bujang maupun 

beristri/bersuami, menyatakan bahwa pembuktiannya cukup dengan 

kesaksian dua orang laki-laki, seperti halnya pembuktian dalam hal 

kemurtadan dan tindak kejahatan pemberontakan. Ini salah satu dari 

dua riwayat Ahmad dan salah satu dari pendapat Asy-Syafi’i, serta 

merupakan madzhab malik. Hanya saja mereka menjelaskan, bahwa 

hukuman terhadap pelaku sodomi tidak bisa dijatuhkan berdasarkan 

kesaksian kurang dari empat orang laki-laki. 

 Fokus pembicaraan ini ialah bahwa hukuman terhadap pelaku 

sodomi adalah sama dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap pezina 

mukhsan, yaitu hukuman rajam, apapun statusnya, baik dia seorang 

bujang maupun sudah beristri/bersuami. 

 Secara global tidak ada perbedaan dikalangan orang-orang yang 

mengharuskan hukuman had zina, atau hukuman rajam terhadap pelaku 

sodomi dalam hal pembuktiannya. Mereka mensyaratkan tidak boleh 

tidak harus empat orang saksi, atau pengakuan. Abu hanifah dan Ibnu 

Hazm mencukupkan pembuktiannya dengan saksi dua orang laki-laki, 

karena berpijak pada pokok perkaranya. 
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 Sedang mengenai putusan yang dijatuhkan karena adanya 

pengakuan, maka apakah masih diperlukan pembuktian yang cukup 

dengan saksi dua orang laki-laki atau tetap harus empat orang laki-

laki? 

 Dalam masalah ini ada dua pendapat menurut madzhab Malik, 

Asy-Syafi’I, dan Ahmad. Mereka yang tidak mensyaratkan pembuktian 

dengan empat orang saksi mengatakan, bahwa hukum had bisa 

dijatuhkan berdasarkan pengakuan, dan pengakuan itu dapat 

ditetapkan berdasarkan kesaksian dua orang laki-laki. Sedangkan 

mereka yang mensyaratkan pembuktian dengan empat orang saksi 

mengatakan, bahwa pengakuan itu sama dengan perbuatan, dan untuk 

menetapkan suatu perbuatan dalam perkara ini pembuktiannya harus 

tetap dengan empat orang saksi, maka demikian pula untuk 

menetapkan pengakuan. 

 Penjelasannya, bahwa tiap -tiap perbuatan dan perkataan yang 

dipandang sebagai tindak pidana had, maka untuk menetapkannya 

harus dengan pembuktian berdasarkan kesaksian empat orang laki-laki. 

 Pendapat terakhir mengatakan, bahwa perbuatan melakukan 

kejahatan bila terbukti secara meyakinkan imperatif dijatuhkan sanksi 

hukum. Sedangkan pengakuan itu bukti yang menunjukkan atas 

perbuatan yang diancam hukuman itu benar - benar dilakukan. 

 Pendapat lain mengatakan, bahwa pengakuan itu tidak ada 

pengaruhnya sama sekali dalam perkara ini. Yang pasti jika kita tidak 
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menjatuhkan hukuman berdasarkan pengakuan, meskipun pengakuan 

itu diucapkan empat kali berturut-turut, kita tidak akan menjatuhkan 

hukuman had kecuali berdasarkan kesaksian saksi empat orang laki-

laki diatas pengakuan. 

 Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Mughni mengatakan, bahwa obyek 

analogi tersebut ialah zina yang tidak diancam dengan hukuman had, 

seperti menggauli budak perempuan milik bersama, atau budak 

perempuan yang bersuami, dan sejenisnya, serta bersetubuh yang 

diharamkan karena sebab-sebab yang datang kemudian, seperti 

menggauli istri di bulan Ramadhan, waktu ihram, dan saat menstruasi. 

Maka, semua itu bukan termasuk pidana had, oleh karenanya 

pembuktiannya cukup dengan saksi dua orang laki-laki. Demikian pula 

berhubungan dengan istri secara oral seks atau melalui duburnya. 

 Hasan Al-Bashri menyamakan pembuktian dalam semua perkara 

tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, dengan 

pembuktian dalam perkara zina, yaitu harus dengan empat orang saksi 

laki-laki. 

 Demi mengkritisi pendapat tersebut, telah diriwayatkan dari 

Ahmad, bahwa sekalipun putusan yang dijatuhkan itu dengan hukuman 

mati atau had, tetapi ia memiliki sifat dan segi - segi tersendiri. Jadi, 

itu tidak benar, karenanya analogi nya terhadap zina terhalang, sebab 

Allah SWT menentukan masalah pembuktian dan pengakuan dalam 

tindak kejahatan mesum itu dimaksudkan untuk menutupi hamba-
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hambaNya, yang di dalamnya disyari’atkanNya hukuman had terhadap 

orang yang menuduhnya tanpa bukti dengan hukuman mati, suatu 

hukuman yang berat yang ditakuti oleh semua jiwa. Maka, tidak 

dibenarkan menyamakan yang lainnya dengan perkara zina. 
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BAB III 

PERTIMBANGAN HAKIM TENTANG TINDAK PIDANA  

PERDAGANGAN ORANG STUDI PUTUSAN NOMOR 

35/PID.SUS/2017/PN Bgl 

 

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Bengkulu 

 Sejak zaman Hindia Belanda, pengadilan negeri sudah ada sejak zaman 

itu, dimana pada saat itu pengadilan dibagi menjadi dua pengadilan yaitu 

pengadilan untuk orang-orang pribumi dan pengadilan buat orang-orang Eropa 

atau Timur Asing. Setelah adanya kemerdekaan kedua pengadilan tersebut 

dijadikan satu yang diberi nama Pengadilan Negeri, dimana menurut Undang -

Undang nomor 9 tahun 1964 Pengadilan Negeri ini juga dibagi menjadi 3 

yakni Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer.  

 Namun undang-undang akan terus diperbarui, menurut Undang - Undang 

baru pada saat itu yaitu nomor 14 tahun 1970 Pengadilan dibagi menjadi 4 

Pengadilan yakni, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer, 

Pengadilan Tata Usaha Negara. Pengadilan Negeri Bengkulu merupakan salah 

satu peradilan umum tingkat pertama di Provinsi Bengkulu, sebagai ujung 

tombak Mahkamah Agung RI untuk masyarakat di kota Bengkulu bagi para 

pencari keadilan. Pengadilan Negeri Bengkulu senantiasa menjalakan tugas 

pokok dan fungsinya sebagaimana telah ditetapkan dan diatur oleh Undang - 

Undang  dan peraturan lainya dengan adil dan transparan. Pengadilan Negeri 

Bengkulu telah memiliki gedung dan diresmikan pada tanggal 1 juli 1973 oleh 
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Dirjen Pembangunan Badan Peradilan Mahkamah Agung, sajak itu gedung 

Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengalami beberapa kali pembenahan dan 

penambahan seiring dengan meningkatnya jumlah pegawai dan besarnya 

perkara yang ditangani. 

B. Deskripsi Kasus Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Putusan 

Nomor 35/Pid.Sus/PN Bgl. 

 Yunita Als Yuni Ails Ayuk Binti (Alm) Buyung, pada hari sabtu tanggal 

19 November 2016 sekira pukul15.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam tahun 

2016 bertempat tinggal di Warung kopi 61di Depan Terminal Regional Air 

Sebakul Kel Air Sebakul Kec.Selebar Kota Bengkulu. Yunita Als Yuni Als 

Ayuk Binti (Alm) Buyung telah ditangkap oleh saksi Sriyadi Bin Amran 

bersama dengan Anggota Sat Reskrim Polres Bengkulu karena di Warung 

Kopi 61 di Depan Terminal Regional Air Sebakul Kel. Air Sebakul Kec. 

Selebar Kota Bengkulu milik terdakwa tersebut telah dijadikan tempat 

Penyewaan/Penampungan untuk melakukan Perbuatan Asusila, dimana pada 

hari dan tanggal tersebut telah menyewakan salah satu kamar yang ada di 

Warung Kopi 61 milik terdakwa kepada saksi Respi Bin (Alm) Dahlan yang 

berprofesi sebagai Wanita Tuna Susila (WTS) yang memang sering mangkal / 

nongkrong di Warung milik terdakwa dan saksi Abdullah untuk melakukan 

Perbuatan Asusila/Hubungan Intim selayaknya suami istri yang tidak sah 

dengan menentukan tarif sewa kamar sebesar Rp. 25.000, (dua puluh lima ribu 

rupiah) sebagai bentuk pembayaran sewa kamar tersebut. Bahwa saksi Respi 

Bin (Alm) Dahlan memberikan uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu 
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rupiah) tersebut kepada terdakwa setelah selesai melayani saksi Abdullah 

melakukan hubungan intin, dan saksi Respi Bin (Alm) Dahlan telah lebih dari 

dua kali menyewa kamar yang ada di warung milik terdakwa tersebut, bahwa 

selain menerima uang sewa kamar terdakwa juga sering mendapatkan tips / 

bonus dari saksi Respi Bin (Alm) Dahlan maupun dari orang-orang yang 

pernah menyewa kamar yang ada di warung tersebut. 

 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi di depan 

persidangan dan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan 

agama yang dianutnya, sebagai berikut: 

1. Saksi Supardi Bin (Alm) Abdul Rahman selaku ketua RT 09 Kelurahan 

Pekan Sabtu Kota Bengkulu menerangkan pada kesaksiannya bahwa 

warung kopi 61yang dikelola oleh Terdakwa berada di Wilayah RT 09, 

bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat warung kopi 61 menyediakan 

tempat atau kamar untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan 

cara membayar sewa, saat ada penyewaan tersebut pengguna kamar telah 

membayar sejumlah uang kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa tidak 

memiliki izin mengelola tempat tersebut dengan menyewakan kamarnya 

untuk pasangan yang ingin berbuat mesum, dan Terdakwa juga tidak 

pernah melaporkan bentuk usahanya kepada Bapak Supardi selaku ketua 

RT. 

2. Saksi Respi Als Respi Binti (Alm) Dahlan menyatakan dalam 

keterangannya bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016, sekira 

pukul 15.00 WIB, bertempat di Warung kopi 61 yang dikelola oleh 
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Terdakwa di depan Terminal Air Sebakul Kota Bengkulu, saksi telah 

melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi Abdullah, bahwa 

untuk melakukan perbuatannya tersebut saksi membayar sewa kamar yang 

disediakan kepada Terdakwa. Bahwa kamar yang disediakan oleh 

Terdakwa letaknya berada di bagian belakang warung kopi 61 yang sengaja 

disewakan. Bahwa saksi telah membayar sewa kamar tersebut dengan 

harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Bahwa saksi telah 

menyewa kamar yang disediakan oleh Terdakwa sebanyak lima kali dan 

membayar sewanya juga. Bahwa saksi dan saksi Abdullah berada di dalam 

kamar, datanglah pihak kepolisian melakukan razia penyakit masyarakat. 

Bahwa saksi dan saksi Abdullah beserta Terdakwa kemudian dibawa ke 

kantor polisi. 

3. Saksi Sriyadi Bin Dahlan menerangkan dalam kesaksiannya bahwa saksi 

pernah melakukan razia penyakit masyarakat di wilayah Terminal Regional 

Air Sebakul, tepatnya di Warung kopi 61 yang dikelola oleh Terdakwa. 

Bahwa saat dilakukan pemeriksaan ke dalam warung, ternyata di kamar 

belakang warung tersebut, saksi menemukan sepasang pria dan wanita 

dewasa melakukan hubungan intim layaknya suami istri. Bahwa ternyata 

sepasang suami istri tersebut telah menyewa kamar yang ada di warung itu 

dari Terdakwa seharga Rp, 25.000,- untuk sekali melakukan hubungan 

suami istri. Bahwa para Terdakwa sengaja menyewakan kamar kepada 

pasangan yang ingin melakukan hubungan layaknya suami istri dan 
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menjadikannya sebagai mata pencaharian. Terdakwa dan sepasang pria dan 

wanita kemudian di bawah ke kantor polisi.  

C. Pertimbangan Hukum Hakim 

       Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa 

Yunita Als Yuni Als Ayuk Binti (Alm) Buyung pada pokoknya sebagai 

berikut : 

1. Bahwa terdakwa ada mengelola warung kopi 61 di depan terminal regional 

Air Sebakul  

2. Bahwa dalam mengelola warung tersebut, selain menjual makanan dan 

minuman layaknya warung kopi, Terdakwa juga menyediakan 1 (satu) 

kamar tidur di bagian belakang warung untuk disewakan kepada pasangan 

yang ingin melakukan hubungan suami istri. 

3.  Bahwa Terdakwa hanya menyediakan kamar tidur, bukan menyediakan 

perempuan yang bisa diajak untuk melakukan hubungan suami istri. 

4. Bahwa harga sewa kamar bagi pasangan yang ingin melakukan hubungan 

suami istri tersebut, terdakwa menentukan harga sebesar Rp. 25.000.- (dua 

puluh lima ribu rupiah). 

5. Bahwa saksi Respi dan Abdullah adalah pasangan yang pernah 

menggunakan kamar tersebut dan ketika keduanya sedang ada di kamar, 

datanglah petugas kepolisian melakukan razia sekaligus penggeledahan. 

6. Bahwa saksi Respi telah beberapa kali menyewa kamar tersebut dari 

Terdakwa. 
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       Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti 

berupa 3 (tiga) lembar uang pecahan senilai Rp. 100.000.- (seratus ribu 

rupiah). 

       Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara aquo telah 

disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dijadikan 

sebagai petunjuk dalam pembuktian perkara ini. 

       Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan 

terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling 

bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai 

berikut :  

1. Bahwa terdakwa Yunita Als Yuni Binti Buyung ada mengelola warung 

kopi 61 di depan Terminal Regional Air Sebakul. 

2. Bahwa warung kopi 61 tersebut berada di Rt 09 kelurahan Pekan Sabtu 

Kota Bengkulu. 

3. Bahwa dalam mengelola warung tersebut, selain menjual makanan dan 

minuman layaknya warung kopi, Terdakwa juga menyediakan 1 (satu) 

kamar tidur di bagian belakang warung untuk disewakan kepada pasangan 

yang ingin melakukan hubungan suami istri. 

4. Terdakwa hanya menyediakan kamar tidur, bukan menyediakan perempuan 

yang bisa diajak untuk melakukan hubungan suami istri. 
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5. Bahwa harga sewa kamar bagi pasangan yang ingin melakukan hubungan 

suami istri tersebut ditentukan sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu 

rupiah). 

6. Bahwa saksi Respi dan Abdullah adalah pasangan yang pernah 

menggunakan kamar tersebut dan ketika keduanya sedang ada di dalam 

kamar melakukan perbuatan cabul datanglah petugas kepolisian melakukan 

razia sekaligus penggeledahan. 

7. Bahwa saksi Respi telah beberapa kali menyewa kamar tersebut dari 

Terdakwa. 

8. Bahwa uang sewa yang ditentukan oleh Terdakwa tersebut merupakan 

keuntungan bagi Terdakwa dan dijadikan Terdakwa sebagai mata 

pencaharian. 

9. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak 

mengulanginya lagi. 

       Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum 

sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat 

dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. 

 Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh 

Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif kesatu, melanggar pasal 2 ayat (1) 

UU RI Nomor 21 tahun 2007 atau Kedua pasal 506 KUHP, maka Majelis 

Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kedua yaitu melanggar pasal 506 

KUHP, dimana untuk dapatnya seorang terdakwa dipersalahkan dengan 
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dakwaan Kedua tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi 

seluruh unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Barang siapa 

2. Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan 

menjadikannya sebagai mata pencaharian. 

 Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah 

setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang 

tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. 

 Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai 

pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa Yunita Als Yuni 

Als Ayuk Binti (Alm) Buyung dan setelah diperiksa identitas terdakwa 

ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa 

sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. 

 Menimbang, bahwa setelah mengamati terdakwa selama persidangan, 

baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun 

mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah 

orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya 

dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti 

dilakukannya. Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan 

tersebut di atas, maka unsur “Barangsiapa” dalam hal ini telah terpenuhi. 
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 Menimbang, bahwa terhadap unsur “menarik keuntungan dari perbuatan 

cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian” Majelis Hakim 

mempertimbangkannya sebagai berikut: 

1. Saksi Respi dan Abdullah telah ditemukan oleh saksi Sriyadi Bin Dahlan, 

dkk. Petugas dari Kepolisian Resor Kota Bengkulu sedang melakukan 

perbuatan cabul di dalam kamar warung kopi 61 yang dikelola oleh 

Terdakwa. 

2. Bahwa untuk melakukan perbuatan cabul tersebut, saksi Respi dan 

Abdullah menyewa kamar tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp. 

25.000.- 

3. Bahwa Terdakwa sengaja menyediakan kamar tersebut di warungnya untuk 

dipergunakan bagi pasangan yang berbuat cabul, mengutip uang sewa dan 

menjadikannya sebagai mata pencaharian. 

4. Bahwa uang hasil sewa yang diperoleh Terdakwa merupakan keuntungan 

bagi Terdakwa 

 Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menarik 

keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai 

pencarian” dalam hal ini telah terpenuhi. 

 Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah 

terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 506 KUHP sebagaimana 

didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim 

berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 
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melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua 

Penuntut Umum. 

 Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak 

ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain 

dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar 

kesalahannya. 

 Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim 

perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun 

meringankan perbuatan Terdakwa.  

 Hal-hal yang memberatkan ialah perbuatan yang dilakukan oleh 

Terdakwa merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat. Dan hal-hal 

yang meringankan yaitu Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak 

mengulanginya lagi.  

 Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini 

terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan.  

 Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, 

statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini. 
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 Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa 

juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam 

amar putusan. 

D. Amar Putusan 

1. Menyatakan terdakwa Yunita Als Yuni Als Ayuk Binti (Alm) Buyung, 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana “Menarik Keuntungan dari Perbuatan Cabul seorang Wanita sebagai 

Pencarian” sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum. 

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana 

penjara selama 6 (enam) bulan. 

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 

5. Menetapkan barang bukti berupa 3 lembar uang pecahan 100.000,- 

dirampas untuk negara . 

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 

Rp. 2.000.- 

      Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017. 
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BAB IV 

ANALISIS DALAM PERSPEKTIF IBNU QAYYIM AL-JAUZIAH 

TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM 

PUTUSAN No.35/PID.SUS/2017/PN.BGL 

A. Analisis pertimbangan hakim terkait dengan alat bukti dalam kasus 

perdagangan orang dalam putusan No.35/Pid.Sus/2017/PN.Bgl 

 Pembuktian adalah salah satu proses yang sangat penting dalam jalannya 

persidangan. Karena dalam proses pembuktian, hakim mendapatkan kepastian 

tentang peristiwa atau perbuatan yang dilakukan seseorang, yang nantinya 

sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan bersalah atau tidaknya 

seorang terdakwa. 

 Di dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu 

No.35/Pid.Sus/2017/PN.Bgl terdapat : 

1. Dakwaan Penuntut Umum; 

2. Alat Bukti yaitu :  Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, dan petunjuk 

3. Fakta – fakta hukum dari Majelis Hakim 

4. Penjelasan unsur – unsur tindak pidana 

5. Hal - hal yang memberatkan maupun meringankan 

6. Putusan akhir 

 Untuk mendapatkan kepastian dan kebenaran tentang perbuatan yang 

dilakukan oleh terdakwa yakni Yunita alias Yuni Alias Ayuk Binti (Alm) 

Buyung, dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu 

No.35/Pid.Sus/2017/PN.Bgl pada proses pembuktian telah didapatkan 
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keterangan saksi dari pihak penuntut umum. Yakni saksi Supardi Bin (Alm) 

Abdul Rahman adalah Ketua RT 9, saksi Respi Binti (Alm) Dahlan adalah 

seorang WTS (Wanita Tuna Susila) yang sering bekerja di warung milik 

terdakwa dan saksi Sriyadi Bin Dahlan adalah penyidik yang melakukan razia 

penyakit masyarakat. Mereka bertiga memberikan keterangan di bawah 

sumpah persidangan. 

 Salah satu saksi yaitu saksi supardi memberikan keterangan testimonium 

de auditu yang berarti kesaksian atau keterangannya karena mendengar dari 

orang lain, menurut pasal 1 angka 27 KUHAP “Keterangan saksi adalah salah 

satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi 

mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia 

alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Sehingga 

menurut penulis keterangan saksi supardi bukan merupakan keterangan saksi 

yang sah sebagai alat bukti karena tidak cocok dengan apa yang diatur dalam 

KUHAP. 

 Tetapi majelis hakim tetap menganggap bahwa kesaksian dari saksi 

supardi merupakan keterangan saksi yang sah karena keterangan saksi satu 

sama lainnya saling bersesuaian. 

 Selain daripada keterangan saksi dan alat bukti lainnya, pertimbangan 

hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu 

No.35/Pid.Sus/2017/PN.Bgl majelis hakim mempertimbangkan dakwaan 

kedua yaitu pasal 506 KUHP dimana untuk dapatnya seorang terdakwa 
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dipersalahkan dengan dakwaan tersebut maka perbuatan terdakwa harus 

memenuhi unsur – unsur pidana pada pasal 506 :  

1. Barangsiapa; 

2. Menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan 

menjadikannya pencarian. 

 Unsur – unsur pidana yang terdapat dalam pasal 506 KUHP telah 

terpenuhi sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam putusan oleh majelis 

hakim, dalam pembuktian sebuah tindak pidana menurut Djoko Prakoso untuk 

dapat menjatuhkan hukuman disyaratkan terpenuhi dua syarat yaitu:  

1. Alat-alat bukti yang sah (wettige bewijsmiddelen) 

2. Keyakinan hakim (overtuiging des rechters) 

 Penulis berpendapat seharusnya hakim lebih jeli dalam 

mempertimbangkan sebuah alat bukti karena untuk menjamin tegaknya 

kebenaran, keadilan dan kepastian hukuman bagi seseorang. Testimonium de 

auditu bukan merupakan alat bukti yang sah sehingga tidak bisa dijadikan 

sebagai acuan dalam menjatuhkan hukuman. Tetapi di dalam putusan sudah 

terdapat 2 keterangan saksi yang sah sehingga putusan sudah sesuai dengan 

KUHAP. 

B. Analisis Hukum Acara Pidana Islam (menurut Pemikiran Ibnu Qayyim Al-

Jauziah) terhadap tindak pidana perdagangan orang dalam putusan 

No.35/Pid.Sus/2017/PN.Bgl 
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 Dalam hukum acara pidana Islam memberikan kesaksian hukumnya 

adalah fardu ‘ain bagi orang yang memikulnya bila dipanggil untuk itu dan 

kekhawatiran kebenaran akan hilang.63 Bahkan wajib apabila dikhawatirkan 

lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu. 

 Tujuan adanya kesaksian adalah agar hakim mendapatkan gambaran yang 

sebenar-benarnya terkait dengan peristiwa yang terjadi. Oleh karena itu agar 

kebenaran tersebut dapat terungkap, maka tidak semua orang dapat 

memberikan kesaksian terdapat syarat-syarat yang telah ditetapkan. Secara 

garis besar ada lima syarat-syarat diterimanya persaksian, yaitu:64 

1. Adil 

2. Dewasa 

3. Islam 

4. Merdeka 

5. Dan tidak diragukan niat baiknya 

 Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengemukakan bahwa Allah Swt tidak 

mengharuskan para hakim supaya tidak menjatuhkan keputusan kecuali 

dengan dasar keterangan dua orang saksi, akan tetapi Allah Swt 

memerintahkan yang mempersaksikannya di hadapan dua orang saksi atau 

satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Itu tidak berarti 

menunjukkan hakim tidak boleh menjatuhkan keputusannya berdasarkan 

keterangan saksi kurang dari itu. Nabi Muhammad Saw pernah menjatuhkan 

                                                           
63 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah …, 56. 
64 Ibnu Rusyd, Bidayatul …, 684. 
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putusan berdasarkan keterangan satu orang saksi dan sumpah dan juga pernah 

hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi semata. 

 Selain itu menurut pemikiran Ibnu Qayyim bahwasanya putusan 

perdagangan orang termasuk perbuatan zina, Secara global tidak ada 

perbedaan dikalangan orang-orang yang mengharuskan hukuman had zina, 

atau hukuman rajam terhadap pelaku sodomi dalam hal pembuktiannya. 

Mereka mensyaratkan tidak boleh tidak harus empat orang saksi, atau 

pengakuan. Abu hanifah dan Ibnu Hazm mencukupkan pembuktiannya dengan 

saksi dua orang laki-laki, karena berpijak pada pokok perkaranya. 

 Di dalam putusan pengadilan negeri Bengkulu 

No.35/Pid.Sus/2017/PN.Bgl, terdapat 3 orang saksi, diantaranya 2 orang saksi 

laki – laki dan 1 orang saksi perempuan dan ketiga saksi ini sudah bersaksi 

dibawah sumpah persidangan, berdasarkan pendapat ibnu qayyim al jauziyah 

bahwa pembuktian dalam perkara tindak pidana hanya dapat diputus 

berdasarkan keterangan saksi 4 orang laki - laki yang merdeka berarti bahwa 

tidak sesuai dengan pendapat Ibnu Qayyim Al-Jauziah. 

 Analisis pertimbangan hakim dari pandangan analisa sosiologisnya yaitu 

hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, di dalam putusan 

hal-hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatan terdakwa meresahkan 

masyarakat, sedangkan hal-hal yang meringankan yaitu terdakwa mengakui 

perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi. 

 Analisis pertimbangan hakim dari pandangan analisa yuridisnya yaitu 

terdakwa dikenakan pasal 506 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa menarik 
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keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai 

pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan dan dianalisis maka dalam 

penelitian ini dapat dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban 

dari beberapa masalah yang sudah dirumuskan, dan kesimpulan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Dalam putusan No.35/Pid.Sus/2017/PN.Bgl hakim menjatuhkan hukuman 

berdasarkan pembuktian yang sudah dibuktikan dalam persidangan dan 

alat bukti yang ada yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa dan 

petunjuk yang ada, namun didalam keterangan saksi terdapat saksi yang 

tidak mendengar, tidak melihat dan tidak mengalami sendiri yang 

biasanya disebut dengan kesaksian testimonium de auditu, keterangan 

saksi yang seperti itu tidak dapat disebut sebagai alat bukti yang sah 

sehingga kesaksian seperti itu gugur dalam persidangan. Meskipun 

demikian telah terdapat 2 kesaksian yang telah terbukti secara sah 

kesaksiannya dan pertimbangan hakim sudah sesuai menurut KUHAP 

dalam menjalankan persidangan. 

2. Dalam hukum acara pidana islam pembuktian dalam acara pidana 

menurut ibnu Qayyim Al-Jauziah bahwa perkara tersebut dapat diputus 

berdasarkan keterangan saksi empat orang laki-laki yang merdeka dan 

menurut Ibnu Qayyim Al-jauziah bahwa saksi istifa<dlah adalah 

merupakan suatu cara dari cara – cara pengetahuan yang meniadakan 
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kecurigaan tentang seorang saksi dan hakim, dan ia lebih kuat dari 

kesaksian saksi dua orang laki-laki yang diterima kesaksiannya. Untuk 

hukuman bagi pelaku tindak pidananya yaitu hukuman ta’zir yang 

hukumannya ditetapkan oleh ulil amri dikarenakan pelaku ini hanya 

sebagai perantara zina, bukan pezinanya. 

B. Saran 

 Pada dasarnya KUHAP adalah satu-satunya aturan beracara dalam 

perkara pidana, oleh karena itu sudah sepatutnya bagi hakim dalam beracara 

untuk menggunakan KUHAP, hakim sebagai kedudukan tertinggi dalam 

persidangan haruslah lebih bijaksana dan jeli melihat sebuah alat bukti dalam 

menentukan hukuman bagi terdakwa demi keadilan dan hukum yang lebih baik. 
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